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Eksaminasi publik adalah forum pengujian terhadap putusan Peradilan, dalam hal 
ini putusan Mahhamah Agung, oleh sebuah majelis yang terdiri dari sejumlah 
ahli yang dipercaya memiliki kompetensi di bidangnya dan dinilai publik netral 

dan berintegritas.  Ini juga merupakan bentuk lain upaya merawat demokrasi dimana 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara aktif menempatkan diri mengawasi 
kinerja penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif juga yudikatif. Hasil pengujian 
yang bermuatan pertimbangan-pertimbangan para ahli, baik tentang muatan maupun 
proses hukum, juga memiliki nilai penting dalam mencerdaskan rakyat dan berkontribusi 
meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum. Majelis Eksaminasi publik telah 
mencermati dengan seksama dan menunjukkan kepada kita bahwa kedua Perda tersebut 
mengandung sejumlah besar masalah yang sangat krusial, baik dalam aspek-aspek 
pertimbangan duduk perkara maupun dalam aspek-aspek pertimbangan hukumnya., 
Perda Tangerang dan Bantul tentang Pelarangan Pelacuran sebagaimana yang ditengarai 
oleh Komnas Perempuan dan masyarakat sipil, mengandung muatan-muatan yang 
diskriminatif berdasarkan gender, dan dalam konteks ini adalah diskriminatif terhadap 
perempuan. 

Kesimpulan eksaminasi publik ini menjadi penting dalam mendorong berbagai perubahan 
substantif untuk memperbaiki mekanisme merawat hak-hak konstitusional warga 
negara melalui judicial review di MA, di samping menghadirkan bangunan pengetahuan 
yang Tentang Permohonan Judicial Review atas Perda Kota Tangerang dan Kabupaten 
Bantul tentang Pelarangan Pelacuran lebih kokoh pada persoalan kebijakan-kebijakan 
diskriminatif. Komnas Perempuan berharap rekomendasi ini mendapatkan perhatian 
serius dan ditindaklanjuti berbagai pihak, utamanya kepada penyelenggara negara yang 
berdasarkan Konstitusi mengemban tanggungjawab utama dalam pemenuhan hak-hak 
asasi manusia. 
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Kata Pengantar  

Permohonan Judicial Review atas Perda Tangerang dan Bantul tentang Pelarangan 
Pelacuran” ini merupakan ikhtiar Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

substantif. 

Judicial Review dua Peraturan D
Mahkamah Agung oleh masyarakat telah ditolak dan dinyatakan bahwa keduanya tetap 
berlaku. Pada Perda Tangerang, putusan MA ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
perda tersebut telah memenuhi seluruh prosedur hukum sebagaimana diatur dalam 
perundang-undangan. Pada Perda Bantul, permohonan uji materi ditolak karena melebih 

putusan ini telah melahirkan keresahan publik, terutama perempuan. Pemberlakuan dua 
Perda tersebut dan sejenisnya telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi 
mengkriminalisasi warga negara yang tidak bersalah.

Atas dasar bahwa putusan tersebut dirasakan mengandung unsur-unsur ketidakadilan 
hukum, eksaminasi publik ini diselenggarakan. Eksaminasi publik adalah forum pengujian 
terhadap putusan Peradilan, dalam hal ini putusan Mahhamah Agung, oleh sebuah majelis 
yang terdiri dari sejumlah ahli yang dipercaya memiliki kompetensi di bidangnya dan dinilai 
publik netral dan berintegritas. Ini juga merupakan bentuk lain upaya merawat demokrasi 
dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara aktif menempatkan diri mengawasi 
kinerja penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif juga yudikatif. Hasil pengujian 
yang bermuatan pertimbangan-pertimbangan para ahli, baik tentang muatan maupun 
proses hukum, juga memiliki nilai penting dalam mencerdaskan rakyat dan berkontribusi 
meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum. 

Majelis Eksaminasi publik telah mencermati dengan seksama dan menunjukkan kepada 
kita bahwa kedua Perda tersebut mengandung sejumlah besar masalah yang sangat 
krusial, baik dalam aspek-aspek pertimbangan duduk perkara maupun dalam aspek-
aspek pertimbangan hukumnya. Kedua Perda tersebut, sebagaimana yang ditengarai oleh 
Komnas Perempuan dan masyarakat sipil, mengandung muatan-muatan yang diskriminatif 
berdasarkan gender, dan dalam konteks ini adalah diskriminatif terhadap perempuan. 
Para perumus Perda tampaknya tidak cukup memahami dengan baik instrumen-instrumen 
hukum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana tertuang dalam CEDAW yang 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan berbagai 
instrumen Hukum Internasional yang lain, yang terkait dan terutama terhadap Undang-

. Putusan Mahkamah 
Agung yang meneguhkan kebijakan diskriminatif oleh karenanya patut dipertanyakan 
ulang, apalagi dikenali oleh Majelis Eksaminasi juga bertentangan dengan sejumlah asas 
dan aspek hukum, baik materil maupun formil. 

Kesimpulan eksaminasi publik ini menjadi penting dalam mendorong berbagai perubahan 
substantif untuk memperbaiki mekanisme merawat hak-hak konstitusional warga negara 
melalui judicial review di MA, di samping menghadirkan bangunan pengetahuan yang 
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lebih kokoh pada persoalan kebijakan-kebijakan diskriminatif. Berbagai rekomendasi telah 
dimunculkan untuk memperbaiki sekaligus mencegah putusan dan perumusan peraturan 
daerah serupa berulang di masa mendatang.  Komnas Perempuan berharap rekomendasi 
ini mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti berbagai pihak, utamanya kepada 
penyelenggara negara yang berdasarkan Konstitusi mengemban tanggungjawab utama 
dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Atas nama Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas Perempuan, 
saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Majelis Eksaminasi: 
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A., Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., 
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Kamala Chandrakirana, M.A., 
dan Muktiono, SH. M.Phil.,

Atas kerjasama dan sumbangan pemikirannya yang sangat penting. Terima kasih dan 

 Jaja  Ahmad Jayus, 

Eksaminasi publik yang memiliki sumbangsih sangat penting ini tidak mungkin terselenggara 
tanpa kegigihan dan kerja keras Dahlia Madanih, selaku Koordinator, dan teman-teman staf 

Komnas Perempuan dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Eksaminasi Publik 

masyarakat sipil dimana tergabung LBH Jakarta, The Wahid Institute, dan Aliansi Bhineka 

lain yang terlibat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak, kami 
ucapkan terima kasih. 

Semoga upaya ini dapat mendekatkan perempuan korban pada keadilan sekaligus  mampu 
mendorong terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. 

 

Jakarta, 25 Pebruari 2014

Husein Muhammad
Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional
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PUTUSAN
MAJELIS EKSAMINASI PUBLIK

TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 16 P/HUM/2006 DAN 26 P/HUM/2007

berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang telah mensahkan Peraturan 

2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul yang disahkan pada tanggal 1 Mei 

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta dan dampak yang terjadi terhadap perempuan 

berikut:

Menimbang, bahwa ketika Perda Kota Tangerang diberlakukan, maka ada perempuan-
perempuan yang ditangkap. Salah seorang di antaranya adalah yang menjadi pemohon 
JR
yang setelah mendekam di penjara, mengalami stres berat karena berbagai stigma yang 
dilekatkan sebagai orang yang dicurigai dan dianggap sebagai pelacur. Apalagi ketika 
selesai masa hukumannya, masyarakat sekitar tempat tinggalnya tidak menerimanya 
kembali seperti sediakala, karena kecurigaan dan anggapan sebagai pelacur itu masih 

Menimbang
Kota Tangerang. Saat itu media setempat cukup ramai memberitakan ini, salah satunya 

yang sedang hamil 2 bulan. Suaminya Kustoyo, adalah guru SD. Tanggal 27 Februari 2006, 
Lilis ditangkap  oleh petugas saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. 

bukan PSK, Lilis tetap ditahan dan dihukum. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan 

sebelum akhirnya dibebaskan setelah suaminya membayar denda tersebut. Lilis menggugat 
Walikota Tangerang karena menjadi korban salah tangkap. Gugatan ini ditolak Pengadilan 
Negeri Tangerang. Gugatan Lilis semakin tidak mendapat perhatian setelah Mahkamah 
Agung menolak permohonan Judicial Review

Pemerintah Kota Tangerang juga tidak melakukan upaya merehabilitasi nama baik Lilis. 
Lilis mengalami keguguran pasca peristiwa ini. Ia juga dikeluarkan dari pekerjaannya. 
Suaminya keluar dari pekerjaan karena tertekan dengan tudingan beristrikan pekerja 
seks. Tekanan juga datang dari masyarakat sekeliling. Di tengah keterpurukan ini, Lilis 
dan keluarganya mulai terlilit hutang dan hidup berpindah-pindah. Lilis akhirnya meninggal 
dunia di penghujung 2008 dalam kondisi depresi (Alimah Fauzan 2012. Apa Khabar Perda 
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Diskriminatif.  http: //birokrasi.kompasiana.com/2012/07/02/apa-kabar-perda-. Kasus Ibu 

“Atas Nama”

Menimbang
Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran tertanggal 23 November 2005 

Judicial Review – untuk selanjutnya disingkat JR

Pemohon adalah sebagai berikut: Pertama, Pasal 2 dan 9 

Pasal 54 KUHP. Kedua, 
dengan prinsip fair trial yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Ketiga, 
Tangerang bertentangan dengan Convention on the Elimination of all forms Discrimination 
against Women (CEDAW) 
1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita. Keempat, 
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelima, 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya, khususnya mengenai hak 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi 

Hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan 
omor 27 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keenam, 

Ketujuh, ng berpotensi mengkriminalkan korban dari tindak pidana 
perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, sehingga bertentangan 
dengan KUHP sebagai aturan hukum pidana yang bersifat nasional. Kedelapan, adanya 

dalam beberapa pasalnya bersifat multitafsir dan tidak mengacu pada aturan mengenai 

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebagai Termohon dalam JR 
tersebut mendalilkan: Pertama, 

Kedua, 
pelacuran dengan memasukkannya sebagai pelanggaran dengan sanksi berupa denda dan 

Nomor 32 Tahun 2004. Ketiga, 
tidaklah mungkin akan terjadi kesalahan penangkapan, karena petugas Trantib dan PPNS 
hanya melakukan penertiban di lokasi mangkal para pelacur dan petugas Trantib dan 
PPNS dianggap akan dapat mengetahui dengan pasti orang-orang yang berprofesi sebagai 
pelacur. Keempat, 
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bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya sebagaimana yang disebutkan 
oleh Pemohon. Kelima, 
hal ini mengandung nilai pendidikan, bukan tindakan polisionil sebagai layaknya penyidik, 

eigenrechting
presumption of innocent

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung terhadap JR tersebut adalah menolak 

dengan proses yang cukup lama, dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan tidak 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, dan Perda a quo merupakan 

Menimbang

JR  kepada Mahkamah 

Para Pemohon adalah sebagai berikut: Pertama, 
dengan peraturan di atasnya, termasuk tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam 

Kedua, 
hukum dengan cara represi, bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Bantul, melanggar 
hak-hak hidup dan mempertahankan kehidupan setiap orang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, karena menjadikan minimnya lapangan pekerjaan. 
Ketiga, Convention on 
the Elimination of all forms Discrimination against Women (CEDAW) 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan pelanggaran asas lex superior 
derogat legi inferior. Keempat,  
dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, karena memberikan kewenangan 
yang sangat besar kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan adanya diskriminasi gender 
terutama kepada perempuan. Kelima, 
dengan Pasal 295, 296, dan 506 KUHP, karena seharusnya hukuman bagi mucikari lebih 
berat dari pelacur itu sendiri dikarenakan beratnya kesalahan mucikari tersebut, sehingga 
mucikari dan pengguna jasa pelacuran juga patut dihukum agar sesuai dengan Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi pelacuran oleh 
pihak lain, yang telah mulai berlaku 25 Juli 1951. Keenam, bahwa sebagaimana bunyi 
Pasal 53 dan 54 KUHP, yang pada intinya percobaan melakukan pelanggaran tidaklah 

orang yang benar-benar ketika tertangkap tersebut sedang melakukan hubungan seksual 
sebagai perwujudan transaksi pelacuran tersebut, jadi penegak hukum sebagaimana 

Pasal 54 KUHP. Ketujuh, 
antaranya Pasal 33 KUHAP, yaitu pemeriksaan hanya berdasarkan sangkaan belaka 

mengikuti KUHAP. Kedelapan, 
asas umum dalam hukum yang sangat prinsipil, termasuk asas praduga tidak bersalah 
dan tidak memberikan kepastian hukum. Kesembilan, 
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diskriminatif dan mendiskreditkan kaum perempuan. Kesepuluh, 
Bantul bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Kesebelas, 
merugikan kepentingan umum, tidak menjamin norma ketertiban dan kepastian hukum. 
Keduabelas, 
Nomor 32 Tahun 2004, karena Perda a quo bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
di atasnya sebagaimana telah disebutkan di atas. Ketigabelas, 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Keempatbelas, 

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung terhadap JR tersebut adalah tidak dapat 
menerima permohonan JR tersebut dikarenakan telah lewatnya tenggat waktu yang 

:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana 

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil tanggapan Pemerintah Daerah Kota Tangerang 
sebagai Termohon dalam JR

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dan dampak yang terjadi 

Bantul dan substansi permohonan-permohonan serta putusan-putusan Mahkamah Agung 

Menimbang
manusia dalam kedudukan yang setara, apapun identitas atau atribut yang menyertainya. 
Prinsip HAM itu menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk terhadap perempuan. Oleh 
karena itu, prinsip kesetaraan harus dijamin dan dilindungi dalam sistem konstitusi, sistem 
hukum dan peradilan serta berbagai mekanisme yang menyertainya dari sikap, tindakan 

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia ke arah yang 
amandemen

menempatkan prinsip dan nilai HAM ke dalam konstitusi. Artinya, HAM telah menjadi  
norma yang telah dijamin dan diakui konstitusi, termasuk menolak adanya perlakuan yang 

telah menempatkan kelembagaan negara berikut mekanisme atau prosedur JR, sebagai 
bagian dari mekanisme perlindungan HAM dan cheks and balaces dalam kerangka negara 

Pertimbangan Hukum Hak Asasi Manusia
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Menimbang, bahwa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut, 
mengubah secara paradigmatik bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dan sumber 

dalamnya, harus senantiasa menjadi standar rujukan yang utama dalam penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, konstitusi 
mempunyai kekuatan hukum mengikat yang secara hirarki tidak boleh ada kebijakan 

bertentangan dengan konstitusi. Para penyelenggara negara, termasuk hakim, berkewajiban 
mematuhi dan mengoreksinya, jika ada kebijakan atau peraturan yang bertolak belakang 

Menimbang, bahwa semangat perubahan paradigmatik itu tidak berhenti pada konstitusi, 

internasional yang terkait dengan HAM. Tiga di antaranya terkait erat dengan hak-hak 
perempuan yang secara eksplisit menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan dan mewajibkan kepada negara untuk menghindari adanya diskriminasi 
terhadap perempuan serta menyediakan kesetaraan terhadap perempuan, baik secara 
formal maupun substansial. Dapat dikatakan, bahwa instrumen hukum berupa kebijakan 
dirasakan sudah cukup memadai untuk menjaga dan melindungi hak-hak perempuan, 
sekaligus memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan ketika hak-

Menimbang, bahwa menjadi kewajiban moral dan politik para penyelenggara negara untuk 
mengetahui, memahami dan mengikuti konstitusi dan perjanjian internasional yang telah 

Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi negara berkewajiban pula menjalankannya. 
Dalam hal ini sebagai institusi peradilan tertinggi yang merdeka untuk menegakkan hukum 
dan keadilan, MA berkewajiban menjalankan atau mengimplementasikan ketentuan 
konstitusi dan perjanjian internasional mengenai perlindungan hak-hak perempuan. 
Sejalan pula dengan agenda pembaruan dan keterbukaan yang selama satu dasawarsa 
ini didengungkan MA, kewajiban itu semestinya dapat ditunjukkan dalam melaksanakan 
fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus perkara, termasuk perkara pengujian 

Menimbang

tidak memenuhi dan menjalankan kewajiban itu. Dalam putusan tersebut menunjukkan, 
bahwa:

a. Majelis Hakim tidak memasukkan norma HAM dalam pertimbangan putusannya, 
tetapi lebih mengedapankan persoalan teknis dan prosedural ketimbang substansial, 
sehingga belum dapat dikatakan menghasilkan putusan yang memberikan rasa adil 
dan pembelaan didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar 
sebagaimana tertuang pada Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

b. Pengujian Perda yang dilakukan Majelis Hakim lebih bersifat formil dan sederhana. 
Majelis hakim lebih terkesan seperti mengadili perkara pada tingkat Kasasi, padahal 
dalam perkara pengujian peraturan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan 
yang lebih komprehensif dan mendasar. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 
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c. Majelis Hakim juga belum memiliki paradigma dan sensitivitas yang kuat terhadap 
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan melihat kedua Perda itu diskriminatif 
yang bertentangan dengan konstitusi. Majelis hakim semestinya tidak berpandangan 
sempit, meskipun terdapat perbedaan dalam pengujian, namun hal itu tidak boleh 
menutup pintu bahwa peraturan perundang-undangan dinilai sesuai tidaknya 

d. Majelis hakim dan MA belum sepenuhnya menyadari adanya perubahan besar, 
perubahan paradigma yang mendasarkan pada nilai HAM dan konstitusi yang wajib 

Menimbang, bahwa hal-hal yang juga perlu lebih lanjut dikemukakan adalah aspek 

Menimbang, bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan diatur dalam Pasal 28 J 

undang. Ketentuan dalam Konstitusi tersebut secara jelas tidak mengatur pembatasan 
melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembatasan melalui peraturan 
perundang-undangan selain undang-undang merupakan pembatasan yang tidak sah, 
sebab dengan tegas dan jelas disebutkan,

“

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
”.

Menimbang
internasional, yaitu hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya menjadi bagian 
dari hukum nasional, maka pembatasan hak juga dapat merujuk pada dua kovenan 

bagaimana suatu pembatasan dilakukan, yaitu: “
dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan 

telah ditetapkan dalam Kovenan ini Tidak 

menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan 

Menimbang, bahwa aturan mengenai pembatasan hak dan kebebasan terdapat pula 
dalam Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International 
Covenant on Civil and Political Rights, sebagai berikut:

1) 
are permitted other than those contained in the terms of the Covenant itself;

2) The scope of a limitation referred to in the Covenant shall not be interpreted so as 
to jeopardize the essence of the right concerned;



7

4) All limitations shall be interpreted in the light and context of the particular right 
concerned;

5) 
be compatible with the objects and purposes of the Covenant;

6) 

manner;

7) 
against its abusive application;

8) 
Article 2, paragraph 1; 

9) 
this term implies that the limitation: 

article of the Covenant, 

(b) responds to a pressing public or social need, 

(c) pursues a legitimate aim, and 

(d) is proportionate to that aim. 

considerations;

10) 
for the achievement of the purpose of the limitation;

11) 
with the state;

12) 
consistent with other rights recognized in the Covenant, is implicit in limitations to 
the other rights recognized in the Covenant;

The limitation clauses of the Covenant shall not be interpreted to restrict the exercise 

binding upon the state;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek pembatasan hak dan kebebasan 
yang diperbolehkan, selanjutnya dipertimbangkan aspek hukum hak asasi manusia secara 

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hak asasi manusia ini diawali dengan 
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memberikan penilaian terhadap alasan keberatan hak uji materiil Pemohon menggunakan 
parameter yang kabur. Kekaburan tersebut tercermin dari penggunaan parameter “proses 

” sebagai salah satu dasar untuk memberikan 
judgement) bahwa proses pembentukan Perda a quo, baik secara formil maupun 

materiil sudah memenuhi asas-asas, prinsip-prinsip, dan ketentuan-ketentuan pembuatan 
peraturan perundang-undangan yang baik. Secara spekulatif, karena tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam pertimbangan putusan, apabila yang dimaksud oleh hakim “proses 

” adalah proses sosialisasi dan uji publik Perda a 
quo, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah parameter “ ” ini dapat 
digunakan secara hukum untuk menyimpulkan bahwa proses pembentukan Perda a quo 
secara formal sudah bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, tidak ada satu ketentuan 
pun dalam kedua undang-undang tersebut yang menggunakan “ ” 
sebagai indikator valid atau tidaknya proses pembentukan Perda. Jangka waktu merupakan 
medium yang netral untuk sebuah proses, in casu pembentukan Perda a quo, dan dengan 
demikian maka mempunyai potensi untuk menghasilkan suatu output baik yang sah maupun 
yang tidak sah secara hukum dan untuk mendapatkan penilaian akhir tentu membutuhkan 

Menimbang
memutuskan permohonan keberatan hak uji materiil masih berpedoman pada asas 
utilitarianisme hukum yang menekankan terwujudnya “the greatest happines for the 
greatest numbers”, sehingga memberikan penilaian secara a priori bahwa apa yang 

adalah sebuah kebenaran tanpa perlu melakukan pengujian secara materiil maupun 

maupun prinsip-prinsip hukum umum lainnya. Kalau pun hal tersebut menjadi sebuah 

permasalahan cukup mendasar secara metodologis tentang bagaimana hakim dapat 
menyimpulkan bahwa bukti-bukti surat pernyataan, surat dukungan maupun berita-berita 
dapat dijadikan sebagai premis-premis ratio decidendi untuk membuat kesimpulan bahwa 
“

Menimbang, bahwa  hakim dalam proses penarikan kesimpulan yang menyatakan “Perda 
a quo tidak ber ” tidak 
didasarkan pada penjelasan sebelumnya yang mencerminkan pertimbangan-pertimbangan 
secara cermat dan terperinci sebagai bentuk sintesa atas argumentasi materiil Pemohon 
dan juga tanggapan argumentatif materiil dari Termohon. Proses pemeriksaan perkara atau 

ratio decidendi
tersebut akan melemahkan kewibawaan atau kredibilitas lembaga peradilan, karena 
putusan hakim yang sudah pasti akan memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan 
pihak lainnya, di sisi lain juga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik secara obyektif. 
Situasi ini juga akan mendelegitimasi kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga 
yang berperan dalam pengujian produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang dalam rangka menjaga konsistensi sistem hukum nasional terhadap cita-cita hukum 
nasional maupun untuk melindungi masyarakat dari produk hukum yang koruptif atau 
merusak secara hukum, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hak asasi manusia. Padahal 
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Mahkamah Agung mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan pembersihan 

bestuurszorg

Menimbang, bahwa hakim tidak memperhatikan secara seksama dan cermat perihal 
permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon maupun tanggapan dari Termohon, 
sehingga Hakim membuat pertimbangan Putusan yang tidak mempunyai dasar keterkaitan 
dengan pokok perkara. Hakim menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa Perda 
a quo merupakan implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang 
sehingga tidak termasuk materi yang dapat diujimateriilkan. Pernyataan hakim tersebut 
tidak terdapat dalam konsideran Perda a quo, permohonan keberatan hak uji materiil 
Pemohon, maupun tanggapan Termohon. Dalam sistem peraturan perundang-undangan di 
Indonesia yang berlaku saat hak uji materiil ini dimohonkan yaitu Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana ditentukan 
dalam Pasal 7 bahwa kedudukan antara Perda pada suatu Pemerintah Daerah Kabupaten 
dan Kota mempunyai kedudukan yang sejajar secara hirarki sehingga tidak menjadikan 

lainnya, in casu a quo. Demikian juga, mutatis 
mutandis, Perda a quo 
Kabupaten Tangerang. Hal yang patut disayangkan adalah hakim tidak menjelaskan 
tentang dasar hukum atau referensi ilmiah lainnya atas pertimbangan tersebut sehingga 

Menimbang, bahwa dalam alasan permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon telah 
digunakan argumentasi hak asasi manusia  yang mengacu pada peraturan perundang-

secara hukum sangat layak dan patut untuk dipertimbangkan. Selain secara materiil 
mempunyai relasi dan relevansi dengan permohonan, penggunaan hak asasi manusia 
sebagai bagian dari alasan substatif permohonan juga mempunyai landasan yuridis yang 
sangat kuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

jo judicial 
review masih berlaku sebelum diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

hak-hak sebagai mata uji permohonan juga relevan dengan latar belakang kepentingan 
permohonan yang pada prinsipnya bertujuan untuk membela dan menegakkan hak-hak 
perempuan, baik yang menetap maupun singgah di Kota Tangerang yang berpotensi untuk 
dilanggar sebagai dampak dari pelaksanaan Perda a quo

Menimbang, bahwa hakim dalam memeriksa permohonan para Pemohon tidak memberikan 
secara eksplisit tanggapan baik berupa sanggahan maupun persetujuan terhadap alasan-
alasan pengujian yang berasal dari materi undang-undang menyangkut ketentuan-
ketentuan tentang hak asasi manusia, melainkan hanya menyimpulkan bahwa “Perda a 

”. Padahal 
Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah”. Meskipun Pemerintah merupakan pemegang utama tanggungjawab 

Agung sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan Judikatif juga mempunyai 
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kewajiban konstitusional untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi 
hak asasi manusia termasuk diantaranya adalah hak berupa “Setiap orang berhak atas 

sama di hadapan hukum” dan “Setiap orang tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh 
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara 

Mahkamah 
Agung, in casu Hakim pemeriksa dalam persidangan perhomohan keberatan hak uji materiil 
Perda a quo, terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tanpa 
perkecualian apa pun karena dianggap tahu dan mengerti sebagaimana prinsip 

ignorante legs est lata culpa
menerapkannya dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian maka dalam 
proses persidangan pemeriksaan permohonan keberatan hak uji materiil Perda a quo, 
hakim telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan prinsip 
omission 
juga mencerminkan bahwa hakim tidak memiliki sense of rights 
bagian dari kewajibannya selaku lembaga negara sehingga selain melanggar hak asasi 
manusia juga telah melanggar hak-hak dasar sebagaimana yang telah diatur dalam 

Menimbang, bahwa tindakan hakim tersebut adalah sebagai bentuk penikmatan atas prinsip 
“ ” dan hak imunitas hakim pengadilan yang dimilikinya sehingga 

ratio decidendi
paradigma hukum dan keadilan yang dimilikinya berdasarkan hukum, akan tetapi secara 
paradoks kekuasaan tersebut pada penerapannya telah menimbulkan pelanggaran hak 
asasi manusia. Hal ini dapat terjadi karena hakim dalam usahanya untuk membuat putusan 

keadilan prosedural
yang telah ditentukan oleh undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. Semua peraturan 
perundang-undangan tersebut, menyangkut perkara Perda a quo, hanya mengatur tentang 
sumber kewenangan atributif dan prosedur pelaksanaan hak uji materiil yang dimiliki oleh 
Mahkamah Agung. Adapun penyebutan dalam amar putusan “Memperhatikan pasal-pasal 

sungguh sama dengan 
tidak membuat pertimbangan apapun dan dari peraturan perundang-undangan manapun 
karena tidak memenuhi asas kejelasan, yaitu bahwa pertimbangan selayaknya harus 
secara eksplisit, jelas dan terperinci diungkapkan dalam pertimbangan putusan. Dari fakta-
fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dirumuskan oleh hakim 
tidak menyentuh masalah substantif, in casu terkait hak asasi manusia, yang dimohonkan 
keberatan oleh Pemohon. Sebenarnya keadilan prosedural merupakan sebuah alternatif 

prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan atau 
memecahkan suatu masalah tertentu. Konsistensi terhadap prosedur tersebut diyakini 

output

effectiveness
mendasar dari keadilan prosedural adalah jika prosedur yang dibuat, in casu peraturan 
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perundang-undangan sebagai pijakan pertimbangan hakim, sejak awal disusun hingga 
disahkan sudah mempunyai kekurangan-kekurangan yang disebabkan misalnya oleh aspek 

demikian, maka kasus pembuatan putusan atas permohonan keberatan hak uji materiil 
Perda a quo adalah contoh yang relevan karena hakim semata-mata hanya konsisten 
dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan atributifnya 
yang kebetulan tidak secara eksplisit memerintahkan hakim untuk menggunakan perspektif 
dan paradigma hak asasi manusia dalam perumusan putusannya meskipun secara sistemik 
dalam sistem hukum Indonesia sudah sangat jelas bahwa hakim mempunyai kewajiban 
konstitusional dan hukum untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak 
asasi manusia. Selain itu, peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar untuk 

 jo. Pasal 6 Perma 

vacuum of norm
secara terperinci dan eksplisit tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk 
menjatuhkan putusan, sehingga terungkap secara jelas relasi antara pertimbangan hukum 
dengan alasan permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon dan juga tanggapan dari 
Termohon. Keyakinan hakim yang juga menjadi dasar untuk memutuskan tentu harus 
terbentuk dari proses perdebatan argumentatif antara Pemohon, Termohon dan Hakim, 
dan bukan dari keyakinan yang abstrak, tidak terukur, dan hanya mengedepankan aspek 

Menimbang, bahwa hakim dalam dinamika persidangan sama sekali tidak mencermikan 
adanya bentuk interaksi dan relasi, baik di tingkat paradigma maupun normologis 
pertimbangan putusannya, dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional 
di bidang hak asasi manusia yang telah menjadi bagian dari reformasi lembaga peradilan 
di Indonesia yang saat ini sedang berbenah diri di tengah reputasinya yang sangat terpuruk 

manusia yang diabaikan oleh hakim terkait dengan proses persidangan hak uji materiil 
Perda a quo diantaranya, adalah: 

jo. Pasal 16 Kovenan 

Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa “Setiap orang di mana pun 
. Hal ini berarti bahwa 

dan harus mempunyai kesetaraan dengan pria di depan hukum. Hak ini bersifat 
absolut dan harus dijamin dalam semua permasalahan dan sepanjang waktu terlepas 
dari status keperdataan perempuan. Dengan pengakuan terhadap hak tersebut maka 
timbul pelarangan terhadap diskriminasi berbasis jenis kelamin termasuk kekerasan 
berbasis gender. Hak perempuan atas kesetaraan dengan laki-laki juga berarti bahwa 
Negara harus menghapus semua diskriminasi hukum dan faktual terhadap perempuan 
baik di sektor privat maupun publik. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa negara 
secara minimum terikat kewajiban untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk 
mengubah kebiasaan dan tradisi lokal yang mungkin melemahkan perwujudan secara 

b.   Pasal 1 dan Pasal 2 DUHAM juga menyatakan bahwa “Semua orang dilahirkan 
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” 
dan “ 
di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul 

Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyebutkan 
bahwa “Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak 

” dan “Negara 

tercantum dalam Kovenan ini

Asasi Manusia yang mengatur bahwa: 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
Against Women 
Nomor 7 Tahun 1984 yang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa: 

kesetaraan hak-haknya dengan laki-laki. Arti diskriminasi terhadap perempuan di 

yang mempunyai dampak atau tujuan berupa pelemahan atau penghapusan 
terhadap pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar oleh perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan antara laki-
laki dan perempuan tanpa melihat status pernikahan mereka, di bidang politik, 

mendiskriminasikan perempuan dan memastikan otoritas dan lembaga publik 
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mengubah aturan hukum dan adat kebiasaan yang mengandung diskriminasi 
terhadap perempuan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengatur bahwa “Semua orang 

sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi 

diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik 

lain”. Diskriminasi menurut Komite Hak Asasi Manusia diartikan sebagai berbagai macam 
exclusion

pada berbagai macam landasan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
politik atau pendapat lainnya, asal usul sosial atau kebangsaan, properti, keturunan 
atau status yang lain, yang mana semua itu bertujuan atau mempunyai dampak pada 
penghapusan atau pelemahan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan 

General 
comment No. 18 (1989), para. 7
Perda a quo tidak selalu diukur dari ada atau tidaknya secara tersurat atau eksplisit 
dalam pasal-pasalnya ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, tetapi 
dampak dari ketentuan Perda a quo juga bisa dijadikan indikator bahwa Perda a quo 

g.  Hak atas kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi merupakan pilar bagi hukum hak asasi 
manusia. Ketentuan hukum internasional di bidang hak asasi manusia menunjukan 
bahwa hak atas kesetaraan di depan hukum dan oleh hukum, termasuk pelarangan 

h.  Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi tidak berarti bahwa semua pembedaan 
yang dibuat dalam masyarakat adalah ilegal dalam perspektif hukum internasional. 
Pembedaan dapat dianggap sah secara hukum dengan ketentuan bahwa: 

legitimate
reasonable

yang sah adalah bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional. 

menentukan bahwa: 

ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang melainkan harus mengacu 

harus diberikan hak untuk membawa kasusnya ke pengadilan agar pengadilan 
dapat menentukan tanpa tertunda-tunda tentang keabsahan penahananya dan 
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memerintahkan pembebasannya jika penahanannya tersebut tidak sah menurut 

lembaga penyelesaian sengketa lainnya. 

mendapatkan jaminan sebagai berikut: 

oleh dirinya sendiri maupun dibantu oleh penasehat hukum, dan berhak atas 
pro bono

memberatkannya dan demikian juga untuk para saksi yang meringankannya 

dipaksa mengaku bersalah. 

“
dilandasi alasan-alasan (reasoned judgement) sebagai bentuk temuan fakta-fakta 
dan kesimpulan majelis hakim…Pembacaan putusan atau ringkasan harus dilakukan 

the right to reasoned judgement
Pengadilan harus selalu memberikan alasan-alasan atas putusan mereka, meskipun 
mungkin saja mereka tidak memberikan jawaban atas semua argumen yang diajukan 

l.   Berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik bahwa Seseorang berhak atas kompensasi 
apabila berdasarkan bukti yang meyakinkan telah menjadi korban atas suatu kegagalan 

justice

m.  Prinsip umum terkait keabsahan penangkapan dan penahan dalam perspektif hak asasi 
manusia yaitu “ ”. Hal ini berarti bahwa 

dari segi alasan yang menjadi dasar penangkapan atau penahanan yang dinilai oleh 
pengamatan yang objektif dan berdasarkan fakta-fakta dan bukan hanya kecurigaan 
yang subjektif. 

n.   Dasar yang paling umum bagi sebuah perampasan kebebasan yang sah secara hukum 
adalah: 
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o.   Ide tentang lembaga peradilan yang imparsial atau tidak memihak merupakan aspek 
utama dari hak atas peradilan yang layak dan adil. Hal ini berarti bahwa semua hakim 
yang terlibat harus bertindak secara objektif dan mendasarkan putusan mereka 
pada fakta-fakta yang relevan dan hukum yang berlaku serta tanpa mengutamakan 
kepentingan salah satu pihak. Tidaklah cukup sekedar mengharapkan hakim untuk 

the right to fair trial
berbagai macam cara, tetapi sebagai prinsip umum adalah bahwa seorang tertuduh 
kapanpun harus diberi kesempatan untuk membantah tuduhan, mempertanyakan 
tentang barang bukti, dan menguji silang para saksi yang semuanya itu dilakukan dalam 
suasana yang bermartabat atau tidak merendahkan diri. Kegagalan dan kekurangan 
pada tahap penyelidikan akan membahayakan secara serius hak atas proses peradilan 

the right to be presumed of 
innocent

q.  Penangkapan dan penahan dianggap sah secara hukum menurut hukum hak asasi 
manusia internasional harus memenuhi persyaratan yaitu: 

due process 
of law

r.   Terkait arti kesewenang-wenangan dalam penangkapan atau penahanan, menurut 
Komite Hak Asasi Manusia, tidak dipersamakan dengan “melawan hukum”, tetapi 
harus ditafsirkan lebih luas lagi yang mencakup elemen-elemen seperti ketidakpatutan, 

bahwa menahan seseorang sebagai pelaksanaan penangkapan yang sah menurut 
hukum tidak hanya semata-mata diukur dari parameter hukum saja melainkan juga 

Pertimbangan Hukum dengan Perspektif Perempuan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek hukum hak asasi manusia, 

Menimbang, bahwa teori Hukum Feminis dikembangkan sebagai bentuk kesadaran, 
terutama kesadaran berupa gugatan dari para feminis terhadap ilmu pengetahuan sosial 
yang bias laki-laki yang biasanya juga bias kelas, karena dibuat oleh ilmuwan laki-laki 
dengan standar mereka sendiri dan mengabaikan keberadaan perspektif perempuan. 
Perempuan menyadari betapa hukum telah menempatkan perempuan secara tidak adil, 
hukum telah menetapkan standar ganda kepada perempuan dan laki-laki serta memaksakan 
nilai dan norma laki-laki untuk dipatuhi perempuan. Analisis Hukum Feminis bersandar 
pada pertanyaan perempuan kepada hukum. Bagaimanakah hukum menstrukturkan atau 

oleh hukum? Apakah pengalaman dan realitas perempuan diperhitungkan ataukah diabaikan 
oleh hukum? Perempuan yang mana? Dengan demikian, dapat ditanyakan apakah hukum 
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merugikan atau menguntungkan perempuan dan dengan cara bagaimana? Ketika kita 
menjawab pertanyaan perempuan terhadap hukum, berarti kita sedang menguji apakah 

bagaimanakah standar hukum dan konsep hukum yang ada telah merugikan perempuan. 
Pertanyaan feminis tersebut menggugat ciri hukum yang netral dan obyektif, karena ketika 
ada relasi kuasa yang timpang, maka netralitas dan objektivitas justru akan mengorbankan 
mereka yang tidak memiliki kuasa. Tujuan dari pertanyaan perempuan itu adalah untuk 
mengungkapkan ciri-ciri ketiadaan netralitas dan objektivitas dari bekerjanya  hukum, untuk 

Menimbang, bahwa pertanyaan tentang “ ” menjadi penting, karena 
tidak semua perempuan memiliki identitas yang tunggal dan seragam. Siapakah perempuan 
yang menjadi korban hukum ketika Perda diskriminatif diterapkan? Perempuan dengan 
identitas tertentu. Identitas adalah persoalan bagaimana seseorang distrukturkan, baik 
oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Struktur yang dilekatkan dalam diri seseorang 
itu bersifat ganda didasarkan pada berbagai kategori dan golongan sosial, seperti ras, 
etnik, agama, kelas, dan latar belakang pendidikan.  Identitas seseorang sebagaimana 
distrukturkan oleh orang lain akan sangat menentukan bagaimana ia diperlakukan. 
Strukturisasi ini berimplikasi terhadap terjadinya pembedaan, pembatasan dan pengucilan, 

CEDAW
diskriminasi, bahkan kekerasan, bukan semata-mata karena dia perempuan, tetapi karena 
persoalan identitas yang beragam yang menyebabkan dianggap sebagai “orang lain”, “ ”, 
bahkan “subaltern”. Seorang perempuan miskin berasal dari bangsa, etnik atau agama 
tertentu akan mengalami diskriminasi, hal mana tidak sama dengan perempuan lainnya, 
meskipun sama-sama perempuan. Penjelasan tentang identitas perempuan ini merupakan 
kritik terhadap teori-teori feminis yang lama yang tidak memperhatikan keragaman identitas 
perempuan. Hal ini dimulai oleh kesadaran bahwa ternyata pengalaman perempuan 
kulit putih tidak sama dengan perempuan kulit berwarna. Mereka diperlakukan berbeda, 

Menimbang, bahwa dalam isu Perda diskriminatif ini identitas kelas menjadi sangat 

sedang berada di tempat-tempat umum dalam rangka mencari nafkah atau beraktivitas. 

Menimbang, bahwa berbeda dengan teori-teori hukum arus utama, teori Hukum Feminis 
tidak hanya berdiam di menara gading, tetapi juga berupaya memperjuangkan keadilan 
perempuan sampai di tingkat praktik. Studi tekstual dilakukan sebagai langkah pertama, 
untuk dapat menemukan kata-kata kunci dan perumusan yang seksis dan implikasinya 
yang merugikan perempuan. Kedua, pedekatan hukum feminis  memperhatikan praktik 
penerapan hukum, khususnya di pengadilan. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana 
para penegak hukum memperlakukan perempuan dalam persidangan. Ketiga adalah 
langkah advokasi untuk merevisi produk hukum agar memastikan keadilan perempuan 

Menimbang, bahwa pada masa kini paradigma yang mengatakan bahwa hakim adalah 
corong undang-undang sudah semakin ditinggalkan di banyak negara, bahkan di negara 

continental sekalipun, seperti di Belanda.  Dengan demikian, 
karena adanya tuntutan akan keadilan yang terus berkembang seiring dengan perubahan 
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sistem hukum Kontinental semakin mendekat dengan sistem Anglo Saxon. Hakim memiliki 
kedudukan yang penting sebagai pencipta hukum  di samping 
lembaga parlemen . Seberapa jauh kah hakim-hakim di Indonesia 
mengikuti  perkembangan wacana hukum dan keadilan global? Apabila perkembangan 
hukum baru dan kesempatan-kesempatan ini tidak digunakan, berarti telah menyia-nyiakan 
kesempatan emas dalam rangka melakukan reformasi hukum demi kepentingan kualiatas 

Menimbang

kinerja MA, dan terlebih mengorbankan kepentingan masyarakat luas pencari keadilan. 
Kepentingan pemerintah selalu dimenangkan di atas ketidakadilan yang harus diderita 
masyarakat telah menjadi cara pandang yang seolah tidak berubah sejak penelitian  Pompe 

Menimbang good governance
juga berdampak pada kualitas putusan hakim tidak saja di MA, tetapi juga memberi efek 
domino bagi hakim-hakim pengadilan di bawahnya. Tujuan reformasi birokrasi peradilan 
dengan memindahkan fungsi birokrasi dari Kementerian Hukum ke MA, sehingga MA 

alih rejim birokrasi yang tidak memberikan keleluasaan hakim dalam menjalankan tugasnya 
memberi keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusannya. Para hakim terkooptasi 

Menimbang, bahwa ketiadaan tatakelola yang baik di tubuh MA dengan dampaknya yang 

dampaknya bagi hakim. Semuanya itu bisa menjadi penjelasan bagi buruknya putusan 

& Peradilan MA, 2011, Komi
hukum daerah dimohonkan peninjauannya karena dirasakan tidak adil bagi perempuan, 
baik dari rumusannya maupun implementasinya di lapangan. Putusan MA yang menolak 
permohonan para pencari keadilan itu, dengan argumentasi yuridisnya yang lemah dan 

Menimbang
acur”, dan “percabulan” dengan mencampuradukkan 

pengertian awam dengan konsep hukum. Dua Perda itu juga merumuskan secara hampir 

perempuan dalam Teori Hukum Feminis diajukan untuk dapat mengetahui bagaimanakah 

Menimbang, bahwa pengertian “pelacuran” pada dua Perda tersebut perlu dipertanyakan. 

pria atau wanita, baik di tempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau 
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lokasi pelacuran ataupun di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan 
mendapatkan imbalan jasa” 

Apakah benar pelacuran adalah semata persoalan “transaksi jual-beli” biasa untuk 

menunjukkan bahwa pelacuran di Asia sangat terkait dengan kemiskinan dan kegiatan 

dari kelompok masyarakat yang paling miskin sejak usia 11 atau 12 tahun telah dibujuk, 
diangkut dari rumah-rumah orangtua mereka. Kemudian mereka migrasi ke kota besar 
atau negara lain dengan tipuan atau setidaknya tanpa diberi opsi untuk memikirkan suatu 
pilihan, apakah bersedia atau tidak. Tujuan dimigrasi adalah agar terpisah dari lingkungan 
budaya dan bahasa mereka. Di tempat-tempat yang baru mereka diperdagangkan sebagai 
pelacur: dipersiapkan, disuguhkan dengan berbagai ancaman kepada siapa saja yang 
bersedia membeli tubuh mereka. Mereka adalah laki-laki dari segala lapisan kelas, bahkan 
laki-laki berpangkat dan terhormat. Pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis pelacuran 
itu adalah tokoh-tokoh politik sipil dan militer, pengusaha, bahkan organisasi kejahatan. 
Uang dari bisnis pelacuran “dicuci” menjadi aliran dana bersih untuk mendirikan perusahaan 
terhormat, bahkan untuk kampanye partai politik.  Nasib anak-anak ini sebelum berusia 18 

Menimbang, bahwa adalah keliru melihat pelacuran sebagai sekedar transaksi jual beli 
biasa. Di dalamnya ada persoalan ketiadaan opsi, bahkan kekerasan dan ancaman. Di 
situ ada pengalaman dan realitas perempuan yang tidak diperhitungkan, yaitu tentang 
bagaimana, dengan cara apa, dan dalam kondisi seperti apa mereka dibawa ke tempat-

Menimbang, bahwa pelacuran itu bukan sekedar transaksi bisnis biasa. IOM melaporkan 
bahwa ada 2.273 korban perdagangan manusia dalam kurun waktu Maret 2005 sampai 
dengan April 2007. Di antaranya adalah wanita dewasa dan anak perempuan. Mayoritas 

selebihnya dipekerjakan dalam beragam kerja paksa. Sebagian besar korban kembali dari 
negara-negara tetangga Asia Timur. Sekitar 480 orang adalah korban perdagangan orang 

http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_
TIP.pdf

Menimbang, bahwa dari perspektif kritis feminis, pelacuran bukanlah transaksi bisnis 
biasa, tetapi eksploitasi ketubuhan perempuan. Dalam hal ini perempuan dipaksa menerima 
pekerjaan yang merendahkan dirinya dan dia adalah korban, karena tubuhnya dieksploitasi, 
disakiti hatinya karena perlakuan yang tidak beradab dan menerima segala risiko berbagai 

Menimbang, bahwa pemahaman kritikal semacam ini sama sekali tidak nampak dalam 

dengan perbuatan cabul dan dapat dilakukan oleh individu dan sangat aneh, dikatakan 
bahwa tindakan ini dianggap dapat dilakukan di bawah badan hukum. 
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setiap orang atau 
badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan 
kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan 

perbuatan 
cabul”;

berikut: 

termasuk persetubuhan”;

Menimbang
pencabulan, dan persetubuhan, yang masing-masing sebenarnya memiliki pengertian yang 
berbeda. Pengertian pencabulan sendiri sebenarnya lebih ditujukan kepada hubungan 
yang tidak pantas yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak terkait eksploitasi 
seksual. Secara persisnya memang terdapat beberapa perbedaan tentang pengertian 
pencabulan di berbagai negara. 

“Di Amerika sexual assault diartikan sebagai “kontak atau interaksi antara 
anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi 

memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak” The National 

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan 
untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan 

blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html
pengertian yang jelas secara hukum tentang pencabulan. Dalam berbagai peraturan 

cabul yang pengertiannya tidak terlalu jelas. Pasal-pasal itu mengatur soal perbuatan 

iming-iming pemberian kepada 

prinsipnya perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP itu sangat merugikan, khususnya 
anak perempuan di bawah umur, karena ancaman pidananya lebih ringan daripada bila 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak lebih mendapat perlindungan karena 
mereka mendapat jaminan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan 

Menimbang
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diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan”. Berdasarkan 

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan konsideran yang tidak berdasar fakta sosial 

berbunyi: 

mencurigakan, sehingga 
menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada 
di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, 
hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat 
hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong 
jalan atau tempat-tempat lain di Daerah”;

Hal yang perlu mendapat perhatian serius di sini adalah dua kata kunci “mencurigakan” 
dan “anggapan”. Sangat berbahaya menangkap orang hanya berdasarkan perilaku yang 

Tangerang tertulis:

“Siapapun dilarang
mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-

Menimbang
pelacuran dan perbantuan atau akses penyediaan terhadap pelacuran dengan cara berpikir 

dan melindunginya ditujukan bukan hanya kepada setiap orang, tetapi badan hukum.

untuk dipergunakan melakukan pelacuran di Daerah” (Pasal 4); “Setiap 

Menimbang, bahwa bunyi Pasal di atas nampak netral, karena berselubung dalam kata 
“siapapun”. Teori Hukum Feminis mendekonstruksi netralitas. Meskipun nampak netral, 
tetapi sesungguhnya karena budaya, artinya cara berpikir dan mengkonstruksi perempuan 

Perda anti pelacuran adalah perempuan. Mereka yang ke luar malam pastilah bukan 
perempuan baik-baik, dan itu boleh “dicurigai” dan “dianggap” sebagai pelacur, padahal 
mereka yang ke luar malam pada umumnya perempuan golongan menengah ke bawah. 

Menimbang, bahwa Pasal ini juga secara eksplisit bersifat perendahan dan bahkan 
menaruh kebencian kepada segenap warga masyarakat, khususnya perempuan. Para 
perumus berpikir bahwa setiap anggota masyarakat itu tidak punya etika dan moral, 
sehingga mereka sangat potensial melakukan tindakan seksual, bahkan persetubuhan 
di tempat-tempat umum tanpa adab. Dalam perspektif yang kritikal, tentulah pengaturan 



21

Menimbang, bahwa bagaimana ketika mereka berhadapan dengan hukum? Terbukti justru 
di negara atau wilayah di mana dibuat hukum yang melarang pelacuran, maka semakin 
terbuka kesempatan bagi mereka untuk diperas oleh penegak hukum. Dalam penelitian 
Brown ditunjukkan bahwa polisi bisa mengancam para pekerja seks untuk membayar, 
bahkan memberikan layanan seksual gratis dengan dalih bila mereka tidak mau, mereka 

Menimbang, bahwa partisipasi masyarakat potensial disalahgunakan, suatu hal yang juga 
perlu mendapat perhatian dari kedua Perda, yaitu soal pengaturan terhadap partisipasi 
masyarakat, karena soal kontrol sipil ini sangat potensial menimbulkan kekacauan, bahkan 

Menimbang
masyarakat sebagai berikut, “

atau menduga kuat  Selanjutnya Pasal 8 

perlindungan kepada si pelapor”;

Menimbang
masyarakat yang diberi judul pengawasan, “
dan melaporkan kepada aparat di lingkungan Pemerintah Daerah atau pejabat lain 

“
dipergunakan untuk kegiatan pelacuran Mekanisme pengawasan sebagaimana 

Menimbang

terhadap kegiatan pelacuran. Hal ini berpotensi memberi ruang bagi terjadinya penghakiman 

Apalagi dikatakan bahwa pelaporan dan pengawasan masyarakat dapat dilakukan 
hanya berdasarkan “dugaan kuat”. Dalam masyarakat di mana tata tertib sosial dapat 
dijamin karena ketaatan terhadap hukum yang kuat, maka partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan kemungkinan besar dapat dijamin efektivitasnya. Namun dalam masyarakat 
yang pluralistik secara etnisitas, ras, kelas, agama yang begitu kompleks, dan potensial 

kegiatan yang dianggap amoral, dapat diartikan memberi ruang terhadap terjadinya 

Pertimbangan Aspek Hak Asasi Perempuan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek hukum feminis, selanjutnya berikut 

Menimbang
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untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi persamaan dan keadilan 

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan 
bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, 
dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan 
perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang.

bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang 

Menimbang, bahwa diskriminasi dapat terjadi dalam bentuk langsung dan tidak langsung. 
Menurut Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Komentar Umum 20, wujud 
dari diskriminasi yang tidak langsung berupa undang-undang, kebijakan ataupun praktik 
yang tampak netral tetapi punya dampak yang tidak proporsional pada pemenuhan hak 

Menimbang
Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen yang mengikat berdasarkan hukum 
internasional untuk mengambil segala langkah yang tepat guna menghapuskan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk mengubah dan menghapuskan 
undang-undang, peraturan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan 

Menimbang, bahwa Komite CEDAW menegaskan bahwa desentralisasi tidak mengurangi 
apalagi menghilangkan tanggung jawab negara tingkat nasional atas pemenuhan 
kewajiban-kewajibannya sesuai konvensi international tersebut. Bahkan, negara wajib 
menerapkan langkah-langkah pengamanan (safe guards) untuk memastikan agar 
desentralisasi tidak mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan di tingkat 
daerah

Menimbang, bahwa Komite CEDAW menegaskan bahwa lembaga peradilan serta-merta 
ikut terikat pada tanggung jawab negara untuk menerapkan prinsip kesetaraan yang 
tercantum dalam konvensi CEDAW. Lembaga peradilan wajib melakukan interpretasi 
hukum yang sejalan dengan tanggung jawab internasional negara sebagaimana tercakup 
dalam konvensi ini. Lembaga peradilan juga wajib menunjukkan kepada pihak-pihak 
yang berwenang tentang adanya produk hukum nasional – termasuk yang berlandaskan 
agama atau adat – yang tidak konsisten dengan tanggung jawab internasional tersebut 

Menimbang, bahwa peran Mahkamah Agung untuk menguji perundang-undangan di 

Menimbang, bahwa dalam hukum internasional, kewajiban uji tuntas (due diligence 
obligation) mengacu pada upaya minimal yang harus dijalankan negara guna memenuhi 
tanggung jawabnya sesuai hukum internasional. Pemenuhan kewajiban uji tuntas 
menuntut tingkat kesungguhan, pertimbangan matang dan ketelitian yang layak dilakukan 
oleh negara dalam konteks tertentu. Kewajiban ini mencakup langkah pencegahan yang 

harm
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pelaku pelanggaran. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban uji tuntas dapat 
diperlakukan sebagai pelanggaran negara terhadap tanggung jawab internasionalnya, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Maria Flemme, “Due Diligence in International Law,” 

Menimbang, bahwa dalam kerangka HAM, standar uji tuntas berlaku dalam konteks 
tanggung jawab negara atas tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh 

jawab korporasi atas perlindungan, penghargaan dan pemberian akses terhadap 
penyelesaian yang efektif bagi korban pelanggaran HAM, sebagaimana dapat dirujuk pada 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights
PBB dalam perekrutan dan penggunaan tenaga keamanan di luar organ PBB guna 
mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan dalam rangka pertanggungjawaban jika terjadi 
pelanggaran HAM, sebagaimana dapat dirujuk pada 

 Dalam berbagai konteks ini, tanggungjawab 
negara untuk memenuhi standar uji tuntas dapat dirangkum, dengan merujuk pada Olivier 

 “Human 
Rights Due Diligence: The Role of States” (December 2012), sbb.: 

kewajiban mencegah dan mengurangi dampak yang mencederai
kewajiban menghukum pelaku pelanggaran
kewajiban atas transparansi dan akuntabilitas

Menimbang, bahwa Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 
pemulihan yang efektif

Tahun 2005, menetapkan bahwa setiap orang yang mengupayakan penyelesaian terhadap 
pelanggaran yang dialaminya akan diputuskan haknya oleh lembaga peradilan, administratif 
atau legislatif yang kompeten, dan bahwa negara mengembangkan kemungkinan untuk 

Menimbang materiil terhadap 
Perda Kota Tangerang dan Perda Kabupaten Bantul tersebut di atas tidak mengandung 
pertimbangan apapun tentang substansi peraturan yang diuji. Langkah pengujian secara 

Kota Tangerang, proses perumusan perda dianggap sudah memenuhi syarat prosedural 

Bantul, pengajuan permohonan uji materiil telah melewati tenggang waktu 180 hari. 
Sementara itu, para pemohon uji materiil berpendapat bahwa sebanyak sembilan undang-
undang telah dilanggar oleh Perda Kota Tangerang dan delapan undang-undang yang 
dilanggar oleh Perda Kabupaten Bantul. 

Menimbang, bahwa kelalaian Ma
substantif merupakan pelanggaran terhadap kewajiban uji tuntas negara dalam memenuhi 
tanggung jawab internasional sehubungan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan 
perlindungan dari diskriminasi, yang juga merupakan jaminan konstitusional yang tertera 
pada UUD 1945.
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Menimbang, bahwa Putusan MA di atas menunjukkan adanya kesenjangan struktural 
dalam sistem uji materiil di negeri ini terhadap produk undang-undang, peraturan dan 
kebijakan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kesenjangan ini harus diatasi 
secara efektif demi pemenuhan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak asasi 
manusia, sesuai tuntutan konstitusional dan tanggung jawab internasional negara.

Menimbang, bahwa Lembaga HAM nasional yang independen, seperti Komnas HAM, 
Komnas Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, perlu mengembangkan dan 
menerapkan standar kewajiban uji tuntas dalam menilai dan menyikapi kinerja lembaga-
lembaga negara, termasuk lembaga yudisial, dalam memenuhi mandat konstitusional 
dan tanggung jawab internasionalnya untuk melindungi setiap orang dari segala bentuk 
diskriminasi.

Menimbang kebijakan uji tuntas due 

perundangan di bawah undang-undang atas undang-undang, khususnya dalam kaitan 
jaminan konstitusional atas HAM dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Menimbang, bahwa para korban tindak diskriminasi secara langsung maupun tidak 
langsung dari keberadaan dan keberlanjutan Perda Kota Tangerang dan Perda Kabupaten 
Bantul dapat mempertimbangkan upaya perdata untuk memenuhi hak atas pemulihan 
secara hukum

Menimbang Protokol Opsional CEDAW 
guna meningkatkan kapasitas negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk 
menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk jika sistem 
penanganan di tingkat nasional tidak berhasil memberi jalan keluar yang sesuai standar 
HAM.

Pertimbangan Aspek Perundang-undangan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek perempuan, selanjutnya 

Menimbang, bahwa hirarki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Pasal 
2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa 

.  Dalam pada itu, hirarki 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut, menempatkan UUD 1945 pada 
puncak sistem peraturan perundang-undangan, disusul dengan Undang-U
Pemerintah Pengganti Undang-Undang di urutan berikut, kemudian Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 

Menimbang, bahwa terdapat materi muatan peraturan perundang-undangan yang 
sewenang-wenang. Dalam praktek, bukanlah hal yang mustahil, bahwa peraturan 
perundang-undangan sesungguhnya mengandung materi muatan  yang seharusnya 
menjadi materi muatan undang-undang, namun baik  secara sengaja ataupun tidak, untuk 
menghindari dapat dilakukannya pengujian terhadap nilai dan norma dalam UUD, materi 
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muatan tersebut dibentuk dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 
delegated legislation or 

delegation of rule making power) kepada eksekutif yang terlalu terbuka atau sub-delegation 
of law-making power yang sangat luas yang disebut sebagai kebiasaan pendelegasian 
dengan “cek kosong”, sehingga Pemerintah mengatur sendiri segala hal secara sewenang-

Contoh yang jelas dapat dirujuk kepada  Peraturan Menteri Keuangan atau bahkan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yang membebani wajib pajak dengan jenis pajak dan 
tarif tertentu yang seharusnya menjadi materi undang-undang atau belum ditentukan 
dalam undang-undang. Penetapan ketertutupan dan keterbukaan  bidang usaha  yang 
dilakukan semata-mata dengan Peraturan Presiden, meskipun dengan mendasarkan diri 
pada mandat yang diberikan undang-undang, sebagaimana halnya Peraturan Presiden 

dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

yang terlalu besar melalui delegation of rule-making power telah diberikan pada Presiden 

2007 sama sekali tidak merujuk pada kriteria yang disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, 
yaitu cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air 

menentukan bahwa daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik 
asing maupun dalam negeri, ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan kriteria 
kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, 

dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta 
daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan 
diatur dengan Peraturan Presiden. Delegasi wewenang yang terbuka dan merupakan 
”cek kosong” tersebut dapat mengelakkan uji konstitusionalitas hanya karena alasan 
mekanisme pengujian sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang linier, menutup 
uji konstitusionalitas review tersebut, walaupun sangat bertentangan dengan keadilan 
konstitusional yang menjadi prinsip dasar. Oleh karenanya, dalam pembentukan peraturan 
peraturan perundang-undangan pelaksanaan undang-undang tertentu, perlu pengaturan 
secara ketat tentang prosedur dan mekanisme delegasi dan sub-delegasi rule-making 
power, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Untuk menjamin agar prinsip kedaulatan rakyat 
bahwa yang memegang kedaulatan membuat peraturan yang mengikat dalam kehidupan 
bernegara mematuhi hukum, kewenangan pengaturan lebih lanjut suatu undang-undang 
haruslah 

Ibid

Menimbang, bahwa sering terjadi pengabaian asas-asas pembentukan peraturan 
daerah, hal mana terjadi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara sadar atau tidak, 
pembentukan Peraturan Daerah sering mengabaikan asas-asas yang berlaku dalam 
pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan justru inkonsisten dengan 
norma-norma konstitusi, meskipun kalau diuji dengan peraturan yang secara langsung 
berada di atasnya, melalui tafsir yang digunakan, seolah-olah tidak menunjukkan masalah 
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Asas-Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, 
tentang  kejelasan tujuan,  kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,  kesesuaian 

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,  kenusantaraan, bhinneka tunggal 

sesungguhnya merupakan nilai-nilai hukum dasar yang juga menjadi muatan konstitusi, 
yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga berlaku dan menjadi tolak 
ukur keabsahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana 
ditentukan dalam tata urut Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004. Kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan (doelmatigheid), kewenangan lembaga 
yang membentuk, kesesuaian materi muatan yang ditentukan bagi jenis peraturan 
perundang-undangan, non-diskriminasi adalah merupakan tolak ukur yang termuat dalam 
UUD 1945 sebagai hukum dasar, yang menjadi tolok-ukur uji konstitusionalitas seluruh 
norma yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.

Pembatasan-pembatasan yang pernah ditentukan seperti ditemukan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaan lain berdasarkan 
delegasi, dilihat dari segi jangka waktu (time-frame) untuk dapat mengajukan pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, meskipun dapat dipahami dari 
segi kepastian hukum atas berlakunya peraturan hukum yang telah dibentuk dan akibat-akibat 
hukumnya, namun prinsip konstitusi yang menjadi hukum dasar, tidaklah memperkenankan 
hal demikian terjadi sekiranya benar bahwa peraturan perundang-undangan demikian 
berada dalam posisi diametral dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik, yang justru menjadi nilai dan norma hukum dasar atau hukum tertinggi. Pasal 2 

undangan yang bersangkutan, tetapi kemudian aturan tersebut telah dicabut.

Oleh karenanya demi menegakkan konstitusionalisme dan hukum dasar dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan, pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah Undang-Undang yang materi muatannya adalah materi yang menurut UUD 1945 

di bawah Undang-Undang yang tata cara pembentukannya atau materi muatannya 
tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dapat dimohonkan pembatalannya. 
Pengujian konstitusionalitas atau pengujian konsistensi Peraturan Perundang-undangan 
di bawah Undang-Undang dengan UUD 1945 dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
setelah semua upaya hukum yang tersedia dilalui, sesuai dengan hukum acara yang 
berlaku bagi Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

Pertimbangan Kewenangan dan Hukum Acara Judicial Review

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang aspek perundang-undangannya, 
selanjutnya berikut ini dipertimbangkan dari aspek kewenangan dan hukum acara Judicial 
Review (JR) 
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Menimbang, bahwa terjadi dis integrasi kewenangan Judicial Review. Suatu aturan 
menyangkut hubungan antara jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi 
muatan peraturan perundang-undangan  yang harus dimuat dalam Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki Peraturan  Perundang-undangan, 
memberi ketegasan pada kita bahwa ketepatan materi dalam jenis peraturan menjadi 
tolak-ukur yang dapat diuji, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Pada tataran peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan yang bukan 
merupakan Perpu, tetap masih tersisa persoalan uji konstitusionalitas yang timbul akibat 

peradilan yang berbeda. Perbedaan yang terjadi bukan hanya menyangkut kelembagaan 
dan kewenangannya, tetapi yang lebih serius adalah tolak-ukur pengujian, yang timbul dari 
pendekatan yang linier dalam hirarki norma, dimana norma yang lebih rendah peringkatnya 
dalam hirarki, seakan-akan diuji secara linier dengan norma yang di atasnya. Pendekatan 
yang demikian seolah-olah menutup akses pengujian terhadap norma dalam puncak 
hirarki, yang justru menjadi hukum tertinggi, sumber dari segala peraturan-perundang-
undangan di bawahnya, dan yang dibentuk justru untuk melaksanakan tujuan bernegara 
yang disepakati dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama yang berkenaan dengan 
cita-cita bersama yang menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme. Dalam 
rangka menjamin kebersamaan dalam kehidupan bernegara dengan masyarakat yang 

merupakan falsafah kenegaraan atau staatsidee (
. Kesepakatan lainnya adalah bahwa pemerintahan didasarkan 

atas aturan hukum dan konstitusi, dimana setiap warga negara harus memiliki keyakinan 
bersama bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan atas rule of the game  yang 
disebut rule of law. Salah satu komponen rule of law  adalah  dimana 
penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, yang merupakan satu kesatuan 
sistem, dimana pada puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar, yaitu 
konstitusi. Kesepakatan tentang sistem aturan  penting agar konstitusi dapat dijadikan 
hukum tertinggi dalam memutus segala sesuatu yang harus didasarkan pada hukum, 
sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi 

Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang 
dilakukan secara linier menurut hirarki yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disintegrasi maupun diferensiasi 
wewenang pengujian dalam dua lembaga kehakiman yang berbeda, kemungkinan dapat 
menutup akses pengujian konstitusional  peraturan perundang-undangan di bawah undang-

general 
principle) penting yang  menjadi landasan kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu UUD 
1945 sebagai hukum tertinggi atau hukum dasar dan sebagai  dan 
staatsidee

Menimbang, bahwa dalam uji materi peraturan di bawah undang-undang, khususnya 
Peraturan Daerah, yang berlangsung  hanya sebatas pemeriksaan berkas, menyebabkan  
ruang lingkup informasi sangat sempit dan tidak membuka ruang pada perdebatan yang  
memberi tempat pada  aspek-aspek yang sangat mendasar dalam menilai suatu kebijakan 
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dalam bentuk Peraturan Daerah. Tentu saja tidak hanya aspek  yuridis dalam arti formil, 
melainkan terlebih pada aspek substantif yang pada akhirnya juga harus dilihat secara holistik 
pada konstitusionalitas norma, terutama pengujian pada norma konstitusi yang bernuansa 
hak asasi manusia yang sesungguhnya disebut juga sebagai supra-constitutional norm

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang secara terbatas hanya satu 
alinea dalam JR

“Menimbang bahwa sesuai dengan jawaban Termohon keberatan, 

tinggi, maka alasan keberatan hak uji materil dari Pemohon keberatan tidak 
terbukti, terlebih lagi Peraturan Daerah Kota Tangerang tersebut adalah 
merupakan implementasi  kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

 tidak termasuk materi yang dapat diuji 
materikan”.

Menimbang, bahwa kecuali dengan alat-alat bukti surat yang telah diajukan, tidak terbuka 
kesempatan bagi Pemohon untuk memberi kontra argumentasi dan bukti saksi dan ahli 
terhadap jawaban Termohon, dan dalam Putusan a quo juga tidak tampak inisisatif hakim 
untuk mengelaborasi, apakah yang dimaksud dengan implementasi kebijakan dan mengapa 
dalam uji materil Peraturan Daerah hal demikian  tidak dapat diuji. Meskipun kewenangan 
JR terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, telah terlebih 
dahulu dikenal dan diadopsi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sejak tahun 1970, 
namun gagasan JR peraturan perundang-undangan terhadap norma yang lebih tinggi, 

Menimbang
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Indonesia adalah negara yang mendasarkan pada ajaran  
sekaligus  ajaran negara berdasarkan rule of law atau democtratische rechtsstaat. Hal 
demikian diartikan bahwa  penyelenggaraan kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat dan penggunaan kekuasaan negara senantiasa harus memperoleh 
legitimasi melalui persetujuan rakyat  dan senantiasa di bawah pengawasan. Di samping 

dipilih untuk ikut dalam pemerintahan. Ajaran rule of law memuat gagasan pembatasan 
kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara 
sesuai dengan konsensus bersama yang dirumuskan dalam konstitusi, dan sangat  terkait 
erat dengan demokrasi yang menghormati persamaan martabat manusia, kebebasan dan 
hak-hak dasar.  Dalam bahasa yang digunakan Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan 

Menimbang, bahwa ajaran Negara Hukum, dalam perkembangannya mengenal unsur-
unsur yang pada dasarnya terdiri dari:
a. 
b. 
c. Adanya  peradilan bebas dan tidak memihak, dengan beberapa varian kemudian 
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Menimbang, bahwa Indonesia menyatakan dengan tegas merupakan negara berdasarkan 
constitutional 

rechtsstaat). Artinya, semua tindakan negara maupun 
warganegara didasarkan pada hukum yang ada yang dibentuk dan dipengaruhi dengan 

Negara hukum yang demikian harus memberikan jaminan bahwa hukum dibangun dan 
ditegakkan menurut prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan 
hukum berasal dari kedaulatan rakyat. Salah satu ciri negara hukum yang demokratis 
tersebut adalah bahwa dikenal adanya peran dan hak rakyat menguji kebijakan yang 
diambil oleh penguasa, dan tugas pokok  uji materi melalui JR, adalah:

a. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran 
antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan 
dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

b. Melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara 
yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh hukum dan  konstitusi 

Menimbang, bahwa Hak menguji materiil adalah wewenang menyelidiki dan kemudian 
menilai apakah isi atau materi muatan suatu peraturan peraturan perundang-undangan 
sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, sedang uji 
formil akan memeriksa konstitusionalitas undang-undang dari segi procedure atau tata 
cara pembuatan yang diharuskan Undang-Undang Dasar dan dari segi kelembagaan 
institutional

menyatakan bahwa dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

atau

dengan UUD 1945. 

Jenis pengujian yang diuraikan dalam huruf a, dimaksudkan sebagai uji formil, sedangkan 

Menimbang, bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah, 
sesungguhnya dalam negara demokrasi konstitusional dan democratische rechtsstaat, 
tidak ada ketentuan yang menyebutkan tidak dapat diuji di hadapan suatu peradilan yang 
khusus disediakan untuk itu. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Agung berdasarkan 
pertimbangan yang disebutkan di atas, sungguh kurang dapat dipahami. Kemungkinan 
pandangan semacam itu dikenal dalam hukum tata usaha negara, yang menyangkut 
keputusan TUN yang materi muatannya berupa beleids-regel atau pseudo- legislatie yang 

Menimbang, bahwa diperlukan perluasan akses keadilan konstitusional Uji Materi Perda. 
Perluasan akses keadilan konstitusional melalui kemungkinan pengujian  peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang yang selama ini diajukan kepada 
Mahkamah Agung, merupakan keinginan yang luas saat ini. Hal ini terutama karena sifat 
pemeriksaan JR terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 
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terutama peraturan  daerah, dirasakan tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Proses 
pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara permohonan 
pengujian Perda, hanya pada pemeriksaan berkas-berkas perkara. Tidak terdapat ruang 
untuk mengadakan perdebatan, dan tidak ada kesempatan untuk mengadakan tanggapan 

yang diturunkan dari sumber peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, proses 
pengujiannya tidak selalu sederhana, meskipun terlihat bahwa peraturan daerah yang 
dibentuk tampaknya sederhana. Pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan berdasarkan nilai-
nilai yang hidup dan mendasarinya, membutuhkan pendekatan yang seharusnya boleh 
dilakukan secara terbuka, dengan kesempatan yang luas untuk memaparkan pandangan 

Menimbang, bahwa perluasan akses keadilan konstitusional dalam pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut, tidak lagi terbatas dalam proses 
di Mahkamah Agung, melainkan  diinginkan  boleh dilakukan dihadapan  MK, terdorong 
oleh alasan bahwa dalam sistem hukum yang berlaku, tidaklah diperkenankan peraturan 
perundang-undangan seperti Perda boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum 
tertinggi. Oleh karenanya, jikalau ternyata pengujian yang dilakukan tidak memberi 
kesempatan terhadap perspektif konstitusi dalam melihat Peraturan Daerah, maka pintu 
pengujian ke Mahkamah Konstitusi harus dibuka. Terutama sekali jika alasan melakukan 
pengujian, misalnya karena diskriminasi, hak untuk hidup, kebebasan beragama dan 
beragam hak asasi manusia yang telah diangkat menjadi norma konstitusi, yang memiliki 
peringkat norma konstitusi yang lebih tinggi dari norma konstitusi lainnya,  maka tidak boleh 
terjadi pintu akses keadilan konstitusional pengujian Perda di MK ditutup dengan alasan 

Menimbang, bahwa memang harus ditentukan bahwa hal demikian hanya boleh dilakukan 
setelah upaya hukum yang ditentukan telah dilalui  (exhausted), tetapi meski demikian,  
pembukaan akses demikian pasti mendapat tantangan yang luas, dengan alasan bahwa 

terhadap UUD 1945 secara limitatif, dan tidak dapat diperluas dengan jenis peraturan 
perundang-undangan  di luar  Undang-Undang. Disintegrasi dan diferensiasi kewenangan 
pengujian peraturan perundang-undangan dalam dua lembaga yang berbeda berakibat 
seolah-olah keduanya tidak terhubungkan satu dengan lain. Konsekuensi yang timbul 

the 
 yang terbentuk antara lain dalam peraturan perundang-

undangan yang paling rendah sampai dengan  yang paling tinggi, dengan mana  di puncak 
susunan tersebut konstitusi sebagai hukum dasar merupakan hukum tertinggi, terdapat 
kemungkinan tata hukum yang dibangun tidak tertata dalam wujud yang serasi dengan 
nilai yang menjadi sumber utama legitimasinya. Sebagai implikasinya, putusan Mahkamah 
Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat atau bagian undang-undang 
tidak lagi berlaku, hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terbatas pada 
undang-undang yang diuji tersebut, sementara peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah sebagai pelaksanaan undang-undang yang telah diuji dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi masih mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun telah kehilangan legitimasinya 

Menimbang, bahwa dalam hal demikian sangat mungkin terjadi bahwa peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, yang 
dalam implementasinya tidak termasuk dalam ruang lingkup akibat hukum putusan MK, 
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tetap berlaku sampai diubah sendiri oleh otoritas yang membuatnya. Dapatlah dipastikan, 
jikalau hal itu terjadi akan timbul kekacauan dalam sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, 
di negara-negara yang menganut kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan 
secara terintegrasi di satu tangan, yaitu MK, ruang lingkup akibat hukum putusan MK 
yang menyatakan satu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, meliputi peraturan-
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang lahir dari undang-undang yang 
diuji. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut di Jerman disebut sebagai 
“ketentuan lebih lanjut dari undang-undang”. Pasal 78 UU MK Federal Jerman misalnya 
menyatakan :”Jika MK sampai pada kesimpulan bahwa undang-undang federal tidak sesuai 

batal”;

Menimbang, bahwa aliran hukum progresif yang berkeinginan menembus ketidakharmonisan 
antara doktrin konstitusionalisme yang dianut dengan pengaturan mekanisme dan 
kewenangan lembaga yang mengadili dan memutus perselisihan hukum menyangkut 
konstitusionalitas norma hukum melalui  judge-made law,  juga harus memberi argumentasi 
yang masuk akal untuk mengesampingkan doktrin separation of powers. Perdebatan klasik 
tentang hal ini telah dapat diselesaikan dalam penerimaan JR sebagai bagian dari sistem 
checks and balances untuk memungkinkan penyelenggara kekuasaan negara terhubungkan 
satu dengan yang lain dalam rangka  mencapai  tujuan bernegara yang ditetapkan dalam 
konstitusi. Separation of powers dalam pembagian kewenangan pengujian peraturan 
perundang-undangan antara MK dan MA membutuhkan jalan keluar dari kebuntuan melalui 
berbagai terobosan, antara lain dari perubahan undang-undang, interpretasi dan konstruksi 

Menimbang, bahwa dalam rangka mendorong perubahan hukum yang berlaku, maka 
ketika  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan masih dalam proses perubahan, sesungguhnya telah dicoba merumuskan 
perubahan yang dikehendaki  sebagaimana disebut di atas, akan tetapi ketika Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 diundangkan sebagai perubahan terhadap Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2010, ternyata usul perubahan de

Menimbang, bahwa usul perubahan yang dilakukan tentu membutuhkan perjuangan di 

dapat dilakukan dengan perubahan UUD 1945. Namun pengalaman praktek ketatanegaraan 
Indonesia dalam penyelesaian sengketa Pilkada dengan perubahan yang dilakukan dalam 
UU Penyelenggara  Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah, kewenangan demikian dapat 
ditambahkan kepada MK. Hal ini sangat  didukung oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam pengaturan  kewenangan MK yang secara 

Kehakiman menambahkan kewenangan tersebut dengan frasa  “dan kewenangan lain 
yang diberikan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa perubahan hukum acara Mahkamah Agung menyangkut JR sangat 
diperlukan untuk menserasikan tuntutan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan 
diadakannya JR. Penyelenggaraan sidang sebagai prosedur dalam pemeriksaan kasasi 
di Mahkamah Agung, bukanlah suatu proses yang dimaksudkan dalam uji materi legislasi, 
sebagai suatu proses yang menilai kebijakan pemerintahan dalam bentuk peraturan 
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perundang-undangan. Dua hal dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, 
melakukan perubahan hukum acara MA dalam UU MA tentang Judicial Review, dan kedua, 
menyerahkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada 
Mahkamah Konstitusi, yang akan memeriksa, dan memutusnya sesuai dengan hukum 

Pertimbangan Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang aspek kewenangan dan hukum 
acara JR di Mahkamah Agung, selanjutnya berikut ini dipertimbangkan dari aspek hukum 

Menimbang bahwa Perda Kota Tangerang dan Perda Kabupaten Bantul berisikan 
ketentuan-ketentuan yang bersifat multitafsir, sehingga keadaan yang demikian sangat 
jelas tidak diperkenankan oleh teori hukum, terutama hukum pidana. Dalam hukum pidana, 
hal ini terkait erat dengan asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas. Berkaitan 
dengan asas legalitas, menurut Machteld Boot dengan mengutip pendapat Jescheck dan 
Weigend, paling tidak ada empat syarat yang termasuk dalam asas tersebut. Lebih lanjut 
Boot menyatakan:

determined before the offence was committed (nullum crimen, noela poena 
sine lege praevia). Furthermore, these determinations have to be included 
in statutes (Gesetze): nullum crimen, noela poena sine lege scripta. These 

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Boot, ada beberapa hal 
yang berkaitan dengan asas legalitas, yaitu:

a. Prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Artinnya, tidak ada perbuatan 
pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna 
ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna ini dalam sejarah 
perkembangan asas legalitas telah disimpangi di beberapa negara dengan alasan 

b. Prinsip nullum crimen, nulla peona sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan 
pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini 
adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang 
dilarang, maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis 
secara expresiv verbis 

c. Prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, 
tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari 
makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat 
multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Demikian pula dalam 
hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dengan mudah 
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d. Prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan 
pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna 
ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan 

Menimbang, bahwa in casu a quo, Perda Kota Tangerang dan Perda Kabupaten Bantul 
dapat dikatakan secara teoritis tidak memenuhi prinsip yang terkandung dalam asas 
legalitas, terutama prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa atau yang oleh 
Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius disebut pula dengan asas lex certa, sehingga kedua 
Perda a quo hanya akan membahayakan kepastian dan perlindungan yang hendak dicapai 

Menimbang, bahwa Perda Kota Tangerang dan Perda Kabupaten Bantul jelas 
bertentangan dengan ketentuan umum hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, 
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Praja sebagai penegak hukum terhadap Perda tersebut. Hal ini jelas tidak diatur dalam 
KUHAP, karena yang ditempatkan sebagai penyidik menurut KUHAP hanyalah Lembaga 
Kepolisian dan Kejaksaan. Hal lain yang juga menjadi catatan adalah tindakan yang dapat 
dilakukan terhadap orang yang disangka telah melanggar ketentuan pidana dari kedua 
Perda a quo. Dapat dikatakan kedua Perda tersebut dalam memandang orang yang diduga 
melakukan pelanggaran pidana dalam Perda hanyalah secara subjektif hasil penilaian dari 
penegak hukum dalam Perda tersebut, termasuk dalam melakukan penangkapan terhadap 
tersangka. Hal ini sangat jelas dan tegas bertentangan dengan KUHAP yang menetapkan 
bahwa seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka haruslah berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup. Hal ini paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 
KUHAP yang menyebutkan: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang 

Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasarkan deskriptif faktual 
dan bukti permulaan yang cukup harus ada suatu praduga bahwa orang tersebut telah 
melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud. Dengan demikian kedua Perda a 
quo tidak bersesuaian dengan ketentuan KUHAP dan sangat rawan disalahgunakan oleh 
penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Perda a quo. Tegasnya, berdasarkan asas 
lex superior derogat legi inferior, tentunya kedua Perda a quo tidak dapat diberlakukan 

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara tentu saja sangat 
penting mengenai suatu penerapan hukum yang tepat agar putusan itu sendiri memiliki 
struktur bangunan hukum yang kokoh, sedangkan untuk memenuhi hal tersebut, 
sudah seharusnya suatu putusan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang 
merupakan pondasi dari putusan itu sendiri. Sebagaimana teori Radbruch Formula, bahwa 
suatu putusan yang baik itu secara kumulatif harus memuat nilai-nilai kepastian hukum, 
nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kemanfaatan, tidak hanya bagi pihak yang terikat pada 
putusan tersebut, namun juga bagi semua pihak. In casu a quo, dengan adanya putusan 

adanya asas kepastian hukum dan jaminan terhadap kepastian hukum itu sendiri, sehingga 
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putusan tersebut. Tegasnya, seharusnya Mahkamah Agung menerima kedua permohonan 
Judicial Review 

Pertimbangan Hukum Tata Negara

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang aspek hukum pidananya, 

Menimbang, bahwa esensi pengujian peraturan perundang-undangan JR, baik pengujian 
undang-undang terhadap undang-undang dasar maupun pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang, adalah turunan langsung dari 
law  itu sendiri adalah bagian inheren dan integral 
dari syarat pertama negara hukum abad ke-21 atau negara demokrasi yang berdasar atas 

constitutional democratic state

Menimbang, bahwa negara hukum atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah 

sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang 

Menimbang preamble
atau konstitusi adalah suatu “pengantar khidmat yang mengekspresikan gagasan-gagasan 
politik, moral, dan religius yang hendak dikedepankan oleh konstitusi itu”, sebagaimana yang 
diajarkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya “

suatu undang-undang dasar atau konstitusi memberi arahan penting mengenai maksud-
maksud dan latar belakang politis tertentu, khususnya tentang bagaimana seharusnya suatu 

nilai-nilai politik ke dalam kata-kata yang kemudian diimplementasikan pada norma-norma 

penempatan norma-norma tersebut ke dalam praktik. Pentingnya nilai-nilai ini tampak dalam 
kasus-kasus di mana pengadilan diharuskan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam 
konstitusi itu. Dalam membuat putusan, pada kasus-kasus tertentu, pengadilan-pengadilan 
dimaksud harus secara tegas merujuk pada pembukaan, sebagaimana yang diajarkan 
oleh Henc van Maarseveen and Ger van der Tang dalam bukunya “Written Constitution, A 

2013, 
Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Menimbang, bahwa secara doktriner pula, Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan 
undang-undang dasar yang bersifat programatik, yaitu yang isinya mengandung arahan 
mengenai tindakan tertentu yang harus diambil atau merumuskan sejumlah tujuan yang 
hendak dicapai, sebagaimana juga yang diajarkan oleh Henc van Maarseveen and Ger 
van der Tang dalam bukunya tersebut di atas, oleh karena itu terkandung keharusan 

Menimbang, bahwa secara historis, sesuai dengan sifat programatik Pembukaan UUD 
constitutional democratic 
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state
in casu

menyusun rancangan naskah perubahan UUD 1945, dalam melakukan perubahan terhadap 

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari diberikannya tambahan kewenangan konstitusional 
kepada Mahkamah Agung setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yaitu 
kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang, seluruh uraian di atas harus menjadi pertimbangan pokok 
Mahkamah Agung sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara pengujian peraturan 

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, 
dengan dimilikinya kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24A ayat 

sebagai judex juris melainkan juga judex facti. Hal ini semakin jelas bila dihubungkan dengn 
ketentuan dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa ”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” yang mengandung 
makna bahwa seperti halnya Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap 
undang-undang dasar, maka Mahkamah Agung juga tidak lagi semata-mata sebagai judex 
juris dalam penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena 
itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung sesungguhnya berkepentingan 
untuk memeriksa fakta-fakta, termasuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan 

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum memeriksa pokok perkara permohonan a quo, 
Mahkamah Agung terlebih dahulu harus pula mempertimbangkan bahwa Indonesia adalah 
negara kesatuan, sehingga otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada Daerah, hal itu 
bukanlah dan tidak boleh diartikan sebagai “penyerahan kedaulatan” kepada Daerah untuk 
membuat peraturan sebebas-bebasnya sedemikian rupa sehingga ibarat negara dalam 
negara, yang dengan demikian dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip negara 

Menimbang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-
Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

pengaturan yang berbeda, bahkan bertentangan, dengan pengaturan yang terdapat dalam 

Kabupaten Bantul bukanlah lex specialis dari KUHP. Dengan demikian, dalam konteks ini 
tidak berlaku asas hukum lex specialis derogat legi generali. Bahkan, sebagai peraturan 

lex inferiori
Bantul nyata-nyata telah mengatur secara berbeda terhadap hal-hal yang diatur oleh 

lex superiore
dalam hubungan ini, berlaku asas hukum lex superiore derogat legi inferiori

Menimbang
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lagi-lagi pada saat yang sama membuat ketentuan yang menyimpang dari KUHAP. Secara 
khusus dalam hal ini yang berkenaan dengan salah tangkap. Dalam KUHAP tatkala terjadi 
keadaan demikian, kepada pihak yang dirugikan diberi upaya hukum untuk menempuh pra-

Kabupaten Bantul, kepada mereka yang dirugikan tidak disediakan jalan hukum apapun 
atas kerugian yang telah diderita atau dialaminya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, 
pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas berlaku mutatis mutandis

Menimbang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

pembentukannya. Dalam konteks ini, meskipun benar bahwa sesuai dengan ketentuan 
a quo merupakan urusan yang 

kewenangan ini tidaklah boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga menjadi keluar dari 
nature penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU Pemda 

kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota 
atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu 
sistem pemerintahan”.  Dalam konteks ini, dengan memperhatikan kembali pertimbangan-

keserasian hubungan antar susunan pemerintahan sehingga dengan sendirinya 
kesalingterkaitan, kesalingtergantungan, sinergitas sebagai satu sistem pemerintahan 

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan hukum tata negara di atas mutatis mutandis 

MENYIMPULKAN

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, seharusnya Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan a quo

MEREKOMENDASIKAN

1. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewajiban konstitusional pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang perlu memasukkan norma HAM, 
Konstitusi dan Kesetaraaan dan Keadilan Gender, di samping aspek hukum tata 
negara, hukum pidana dan hukum acara pidana  dalam pertimbangan putusannya dan 
tidak lebih mengedepankan persoalan teknis serta prosedural ketimbang substansial 
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sebagai bagian dari kerangka mengembangkan kebijakan uji tuntas due diligence 

2. Mahkamah Agung perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih 
komprehensif dan mendasar dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 

3. Mahkamah Agung perlu menyelenggarakan secara sungguh-sungguh sidang terbuka 
dan partisipatif atas permohonan Judicial Review guna memperoleh informasi yang 
lengkap dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang komprehensif sehingga dapat 
mengambil keputusan yang mendekatkan pada pemenuhan hak atas keadilan bagi 
warga negara dan menegakkan kewibawaan hukum. 

4. 
mengintegrasikan rekomendasi mekanisme JR terbuka dan partisipatif dalam perubahan 
hukum acara MA 

5. Lembaga HAM nasional yang independen, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, 
Komisi Ombudsman Nasional, perlu mengembangkan dan menerapkan standar 
kewajiban uji tuntas dalam menilai dan menyikapi kinerja lembaga-lembaga negara, 
termasuk lembaga yudisial, dalam memenuhi mandat konstitusional dan tanggung 
jawab internasionalnya untuk melindungi setiap orang dari segala bentuk diskriminasi.

6. 
cara pengawasan terhadap akuntabilitas lembaga yudisial 

7. Protokol Opsional CEDAW 
guna meningkatkan kapasitas negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk 
menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk jika sistem 
penanganan di tingkat nasional tidak berhasil memberi jalan keluar yang sesuai standar 
HAM.

8. 
menyerahkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
kepada Mahkamah Konstitusi dalam kerangka merawat Konstitusi, pemenuhan jaminan 
hak-hak Konstitusional, dan meneguhkan integritas hukum nasional 

9. Para korban tindak diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaan 
dan keberlanjutan Perda Tangerang  Nomor 8 Tahun 2005 dan Perda Bantul Nomor 
5 Tahun 2007 dapat mempertimbangkan upaya perdata untuk memenuhi hak atas 
pemulihan secara hukum

10. Universitas, khususnya Fakultas Hukum, perlu mengembangkan pendidikan yang 
mengintegrasikan perlu memasukkan norma HAM, Konstitusi dan Kesetaraaan 
dan Keadilan Gender guna mempersiapkan praktisi hukum yang memiliki kapasitas 
pengetahuan dan empati untuk menghadirkan keadilan tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun.  

Demikianlah disimpulkan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Eksaminator pada hari Kamis, 14 November 2013 oleh Dr. Maruarar Siahaan, S.H., selaku 
Ketua Majelis Eksaminator, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A., Prof. Dr. Edward Omar 
Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.,  Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., Muktiono, SH. M.Phil., dan  
Kamala Chandrakirana, M.A.,  selaku Anggota-Anggota Eksaminator.
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LAMPIRAN 1

A. Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 
     (Komnas Perempuan)

2005 tentang Pelarangan Pelacuran Perda Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2005 
tentang Pelarangan Pelacuran

Komnas Perempuan memberikan apresiasi kepada para pakar yang terlibat dalam 
pengujian ini, yaitu Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Ibu         Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, 
M.A., Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Bapak  Dr. I Dewa Gede 
Palguna, S.H., Bapak  Muktiono, SH. M.Phil., dan Ibu Kamala Chandrakirana, M.A. yang 
telah memberikan pendapat dan pemikiran secara komprehensif dari perkspektif hukum 
tata negara, hukum pidana, hukum feminis, perspektif HAM dan gender. Eksaminasi 
publik ini merupakan inisiasi Komnas Perempuan dan Jaringan Organisasi Masyarakat 

Sebagai lembaga nasional HAM yang mempunyai mandat untuk mendorong kondisi 
yang kondusif bagi pemenuhan ham perempuan di Indonesia, Komnas Perempuan 
memandang Uji Publik menjadi mekanisme penting untuk mendorong komitmen negara 
dalam pemajuan dan pemenuhan ham dan hak konstitusional perempuan. Uji Publik 
terhadap Putusan MA tentang JR Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Pelarangan Pelacuran dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2005 tentang 
Pelarangan Pelacuran menjadi catatan penting bagi perubahan mekanisme hukum 
nasional yang berkeadilan. Berdasarkan kajian dan pendapat para majelis eksaminasi 
bahwa Judicial Review sebagai sebuah mekanisme hukum nasional masih menghadapi 
persoalan antara lain persidangan terbuka hanya baru pada asasnya tidak dalam 
mekanisme sidangnya, sehingga pemeriksaan hanya pada berkas tanpa menghadirkan 
para pihak, terutama mereka yang terlanggar ham dan hak konstitusionalnya Akibatnya, 
proses dan mekanismenya menjadi jauh dari rasa keadilan.

Komnas Perempuan memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah 

pembatasan pengajuan hak uji materiil. Namun pembaruan di Lembaga Mahkamah 
Agung harus terus diikuti dengan pembaruan mekanisme peradilannya, khususnya 
dalam Persidangan JR. 

Uji publik ini menjadi penting, karena berdasarkan hasil dokumentasi Komnas 
Perempuan pada Agustus 2013 ada 342 kebijakan diskriminatif, dimana 256 kebijakan 
secara langsung diskriminatif terhadap perempuan karena melakukan pembatasan, 
penghilangan hak dan pengabaian terhadap ham dan hak konstitusional perempuan. 
Dari 342 kebijakan diskriminatif tersebut, belum ada satupun yang dibatalkan oleh 
Pemerintah Daerah, sehingga kebijakan tersebut tetap berlaku hingga sekarang, dan 
peluang terjadinya pelanggaran akan terus berlansung. JR menjadi harapan bagi publik 
untuk menghentikan ketidakadilan dan pelanggaran atas hak-hak konstitusional yang 
dijamin. 
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Harapan adanya proses JR terbuka bagi publik adalah hal mendesak yang perlu 
direspon secara positif oleh Mahkamah Agung yang sejalan dengan ide pembaharuan 
di Lingkungan Peradilan. Mekanisme JR terbuka adalah suatu keniscayaan bagi 
mekanisme hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip dan hak konstitusioanal yang 

JR terbuka bukan saja terobosan 
dalam mekanisme hukum, tetapi juga pelaksanaan mandat konstitusi dalam menjamin 
pemajuan dan pemenuhan ham dan hak konstitusional warga negara. 

Oleh karena itu Komnas Perempuan berpendapat rekomendasi yang dihasilkan oleh 
para majelis Eksaminator menjadi masukan bagi perbaikan mekanisme hukum dan 
peradilan guna memberikan keadilan bagi publik, khususnya kepada mereka yang 
terlanggar hak-haknya. 

Jakarta, 18 Desember 2013  

Ketua Komnas Perempuan 
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B. Tanggapan dari Komisi Yudisial 



41



42

HASIL  EKSAMINASI  PUBLIK  TERHADAP PUTUSAN MAHK AMAH AGUNG 
No. 16 P/HUM/2006 dan No. 26 P/HUM/2007 Tentang Permohonan Judicial Review atas 
Perda Kota Tangerang dan Kabupaten Bantul tentang Pelarangan Pelacuran

C. Tanggapan dari Kementerian Hukum dan HAM 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 
Nomor. PPE.PP.05.02-792

Daerah Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten 
Bantul. 

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

I. Umum

a. law making process
laku atau legitimasi hukum keberlakuan suatu  Peraturan perundang-undangan secara 
efektif dan berdaya guna hendaknya memperhatikan dua aspek penting yang saling 
konstitutif dan berkaitan satu sama lain yaitu:
1. 

sifat, dan penentuan jenis kaidah hukum yang akan dirumuskan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

perundang-undangan yang terdiri dari metode, proses, dan teknik perundang-
undangan. 

Aspek formal prosedural dan aspek material substansial berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan in casu Peraturan Daerah  memperhatikan  beberapa prinsip yang 
harus dipedomani  antara lain :

1. Pada prinsipnya materi muatan Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa 
Peraturan daerah dibuat dalam rangka penyelenggaraaan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan, kondisi khusus daerah dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah hendaknya memperhatikan asas 
pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.  Berdasarkan ketentuan pasal 5 membentuk 
Peraturan Perundang-undangan  dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
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g.  keterbukaan.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi 
muatan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan daerah harus mencerminkan asas:

j.  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
3. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan secara terperinci meliputi: 

6.  Peraturan Daerah Provinsi

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjabarkan bahwa yang 
dimaksud dengan Hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-
undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Penjenjangan ini juga didasarkan pada asas hukum lex supperiori derogat 
legi inferiori 

undangan yang paling bawah hirarkinya, sehingga materi muatannya tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. 

Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Tangerang tersebut terdapat beberapa rumusan 
yang tidak mengakomodir prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaiman diuraikan di atas.

b.  bahwa untuk menghindari materi muatan Peraturan Daerah yang tidak  memperhatikan 
perspektif HAM materi muatan Peraturan Daerah hendaknya berpedoman pada  
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
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Tahun 2012 Tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
Parameter HAM adalah ukuran nilai-nilai HAM yang dimuat dalam pembentukan produk 
hukum daerah. Berdasarkan Peraturan Bersama itu bahwa tolak ukur pembentukan 
produk hukum daerah yang baik adalah :

 1. Non Diskriminasi 
 2. Kesetaraan gender
 3. Pembagian Urusan Pemerintahan 
 4. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

c. Dalam konteks Tanggung Jawab Negara terhadap pemenuhan HAM terhadap  hak 
warga negara  bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul secara 
keseluruhan Perda bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan  peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Pasal krusial dan kontroversi serta cenderung bias HAM 
dalam materi muatan

II. Khusus

a. Tanggapan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan 
Pelacuran 

1. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan judicial review terhadap Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran pada tanggal 23 November 2005 
lebih mengedepankan aspek teknis dan prosedural daripada aspek substansial.  Padahal 
kalau diteliti lebih lanjut substansi di dalam Perda itu banyak yang bersifat multitafsir, 
misalnya:
a. Subjek hukumnya tidak jelas, karena dalam Perda tersebut ditujukan untuk “setiap 

orang” dan “siapapun” yang memberikan ketidakjelasan siapa yang akan dijadikan 
adressat Perda tersebut.

b. Pengertian kata “pelacuran” sebagaimana termuat dalam ketentuan umum tidak 
sesuai dengan subtansi yang diatur di dalam batang tubuh Perda tersebut, yang 
mana dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa “pelacuran dibatasi sebagai 
hubungan seksual di luar pernikahan…dst” disedangkan di dalam batang tubuh justru 
memperluas pengertian “pelacuran” itu sendiri.  Misalnya: 

- Pasal 3 Perda menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membujuk atau memaksa 
orang lain baik dengan cara perkataan isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik 
untuk melakukan pelacuran”.

- Pasal 4 menyatakan bahwa “setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan 

jalan-jalan umum, di lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah 

di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah.

Dari contoh beberapa pasal yang diatur dalam Perda tersebut banyak rumusan norma 
yang menimbulkan ketidakjelasan makna serta bertentangan dengan teknik penyusunan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan yang telah diganti dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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2. Jika dilihat lebih jauh substansi yang diatur di dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan beberapa peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya:
a. 

Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak seseorang untuk bekerja, ada substansi 
Perda yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.  Misalnya:
- Pasal 4 yang mencantumkan larangan bagi setiap orang untuk berada di jalan-

jalan umum, di lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah 

tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain 
di daerah.  Hal tersebut merampas hak orang untuk bekerja di malam hari.

b. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “suatu 
perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan 
perundang-undangan pidana yang ada”. dan Pasal 54  KUHP diatur bahwa 
“Percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana”. Sehingga dalam konteks ini, niat dan 
usaha untuk melakukan pelanggaran saja tidak bisa menjadi unsur dari suatu delik 
pidana, akan tetapi perlu dilakukan suatu tindakan pelanggaran yang nyata sehingga 
seseorang dapat memenuhi unsur delik. Hal tersebut bertentangan substansi yang 
diatur di dalam Perda, misalnya:
- 

suatu anggapan”.  Padahal untuk membuktikan kesalahan harus melalui proses 
pembuktian dan penyidikan terlebih dahulu.

c. Jika dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
karena substansi yang diatur dalam Perda tersebut tidak mencerminkan perlindungan 
terhadap perempuan.

3. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Perda Kota Tangerang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran tidak bertentangan dengan Undang-
Undang yang lebih tinggi karena telah melalui proses yang cukup lama dan melibatkan 
semua unsur masyarakat, apakah pada saat proses judicial review Mahkamah Agung 
juga mempelajari dan mencermati Naskah Akademik yang menjadi dasar penyusunan 
Perda tersebut ?  

b.  Tanggapan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran  

1. Beberapa hal teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran sebagaimana telah ada Putusan Mahkamah Agung atas 
permohonan judicial review terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran pada tanggal 1 Mei 2007, sebagai berikut:

Secara keseluruhan Kami berpendapat materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, misalnya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran:

Pasal 3  
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Pasal 4
Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan bangunan untuk dipergunakan 
melakukan pelacuran di Daerah.

Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. 
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

b. Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi 
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan 
pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan   hak   asasi   manusia   dan  kebebasan 
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Demikian tanggapan yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima 
kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan

Ttd
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D. Tanggapan dari Pemerintah Daerah Bantul 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id Website http://www.setda.bantulkab.go.id

TANGGAPAN BAGIAN HUKUM SETDA. KABUPATEN BANTUL, ATAS EKSAMINASI 

BANTUL

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, menyambut baik dan menyampaikan 
apresiasi yang tinggi, atas inisiatif eksaminasi terhadap Putusan Mahkamah Agung 

JR terhadap Perda Kab. Bantul Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Berbagai pandangan yang disampaikan para eksaminator, merupakan sesuatu yang 
sangat berharga bagi Pemerintah Daerah Kab. Bantul, dalam rangka membangun 
system hukum di Kabupaten Bantul. Sehingga ke depan Peraturan Daerah yang 
diundangkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan 
HAM, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Bantul pada umumnya.

inya 
pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan 
Pelacuran, namun demikian kami menghargai berbagai pandangan masyarakat 
terhadap pelaksanaan Perda ini, sehingga nantinya dalam pelaksanaannya dapat lebih 
memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, sesuai visi kami “Bantul 
Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis”.

Hasil-hasil kesimpulan eksaminasi yang dilaksanakan, sangat kami harapkan untuk 
dapat kami terima, sebagai bahan evaluasi kami, dalam menentukan pelaksanaan 
Perda, atau melakukan penyempurnaan Perda, atau bahkan meninjau kembali Perda, 
atau sebagai referensi bagi kami dalam menentukan kebijakan daerah dalam bentuk 
Peraturan Daerah.

Demikian tanggapan kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para 
Eksaminator serta penyelenggara yang telah memperhatikan Produk Hukum Pemerintah 
Kabupaten Bantul, agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Amiin yaa robbal ‘aalamiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KEPALA BAGIAN HUKUM

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos. MH



48

HASIL  EKSAMINASI  PUBLIK  TERHADAP PUTUSAN MAHK AMAH AGUNG 
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LAMPIRAN 2 

A. 

P  U  T  U  S  A  N

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan daerah 
Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang pelarangan Pelacuran tanggal 23 Nopember 
2005” pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam 
perkara :

1. 

2. 

3. 

Situngkir, SH., 2. A. Suria Tjahaja Tomu, SH., 3. Zaimah Husin, SH., 4. Siti Lestari, SH., 5. 

adalah warganegara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan pembela Umum 

domisili di kantor PBHI wilayah Jakarta, beralamat di Jalan Salemba 1 No. 20 Jakarta 

Selanjutnya disebut Para Pemohon

M e l a w a n

Tim pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Tangerang, beralamat di jalan Satria 

 Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 19 

Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :



49

KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN

dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2005 tentang 
Pelarangan Pelacuran sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat 
berlaku dan mengikat umum yang dalam pemberlakuannya dapat menimbulkan akibat 
ataupun dampak yang bersifat umum pula, dalam hal ini diterapkan terhadap seluruh 

Bahwa ditinjau dari substansi dan dari segi hirarki peraturan perundang-undangan 

berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia baik yang berdomisili di Kota Tangerang 

wt 
in materiele zin

Bahwa Pemohon yang juga merupakan warga Kota Tangerang memandang perlu 
diajukannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil Perda a quo, karena perda tersebut 

sebuah Peraturan Daerah dibuat, sehingga secara substansial tidak memberikan 
perlindungan hukum yang memadai dan memiliki kecenderungan menimbulkan rasa 

DASAR HUKUM PERMOHONAN

Dasar hukum permiohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagai berikut :

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas berkaitan dengan pengajuan 
permohonan keberatan Para Pemohon a quo serta dalam rangka utnuk melindungi 
hak dan kepentingan hukum Para Pemohon tersebut, maka sangat beralasan menurut 
hukum apabila Mahkamah Agung menyatakan permohonan uji materiil para Pemohon 

SUBSTANSI

Bahwa masyarakat Kota Tangerang menyadario bahwa Kota tngaerang adalah salah 
satu sentral industry dimana kawasan tersebut berdiri ribuan pabrik dengan pekerja 
mayoritas perempuan. Banyakyaknya pabrik-pabrik tersebut membuat mata kota 
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Buruh pabrik merupakan fenomena yang sangat miris di tengah kesulitan ekonomi dan 
PHK yang merajalela, namun ditengah kekhawatiran akan datangnya PHK ataupun 
upah yang mungkin saja tidak dibayar, para buruh juga dibayangi kegelisahan, 
karena fenomena kekerasan terhadap buruh baik di dalam maupun di luar pabrik 
menjadi rahasia umum. Maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah alam melakukan 
fungsinya melayani dan melindungi masyarakat khususnya buruh-buruh di Kota 

dan kenyamanan maupun seperangkat produk hukum atau Peraturan daerah yang 

Namun kenyataannya, Pemerintah Daerah dalam melakukan fungsinya untuk melayani 
dan melindungi masyarakatnya pada tanggal 23 Nopember 2005 telah mengeluarkan 
peraturan daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. 
Awalnya masyarakat menganggap Perda ini adalah sebagai salah satu bentuk 
upaya Pemerintah daerah untuk memberantas Pelacuran, namun ternyata Perda 
Pelarangan Pelacuran ini tidak lebih sebagai sebuah Perda yang sama sekali tidak 
memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Tangerang. Fenomena salah tangkap 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perkenankan Pemohon untuk 
judicial review

Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang pelarangan Pelacuran, sebagai berikut :
1. 

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 sangat tidak cermat dalam 
proses penyusunannya, karena ketentuan percobaan tidak dimasukkan, sehingga 
Perda a quo bertentangan dengan Pasal 54 KUHP. Selain itu ketentuan Pasal 

penafsiran yang luas, maka dapat diartikan tempat-tempat lain adalah tempat-

2. Perda Kota Tangerang No. 8 tahun 2005 bertentangan dengan prinsip-prinsip 
fair trial dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

- Bahwa ketentuan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan Pasal 4 dan 
5 Perda a quo bertentangan dengan ketentuan penangkapan, penahanan dan 

- Bahwa dalam Perda a quo Pasal 11 butir d memberikan kewenangan bagi 
PPNS melakukan penyitaan benda surat, hal tersebut bertentangan dengan 

memahami ketentuan pasal-pasal KUHAP tersebut, dala Perda a quo baik 
secara eksplisit maupun implicit dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan 

4. Perda Kota Tangerang No.8 tahun 2005 juga bertentangan dengan Convention on 
The Elimination of All Forms od Discrimination Against Women
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5. Perda Kota Tangerang No.8 tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang

6. 

a. Melanggar hak konstitusional warganegara sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang dasar 1945 beserta amandemennya khususnya mengenai

Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM secara umum telah diatur
dalam Pasal 28 UUD 1945 hasil perubahan, dan secara khusus pengakuan
dan penghormatan terhadap hak kebebasan, sebagai bagian dari HAM telah
disusun dengan skematis dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf f sampai j. Pasal-

maksud saling menjiwai antara norma-norma konstitusi yang lainnya. Konstitusi
sebagai norma hukum dasar suatu negara jauh melampaui norma hukum
lainnya, karena ia sebagai dokumen hukum dan politik yang tertinggi, sekaligus

b. 

c. Melanggar hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil Politik Pasal 9

d. Melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum
yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan

7. Perda Kota Tangerang No.8 tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang

8. Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 berpotensi mengkriminalkan korban

tidak mengkriminalisasi pelaku pelacuran, akan tetapi menghukum mucikari dan
pihak-pihak lain yang melakukan perdagangan anak dan perempuan, moleh
karena itu Perda Kota Tangerang No. 8 tahun 2005 bertentangan dengan KUHP

undangan, Indonesia telah menandatangani Konvensi Penghapusan Perdagangan
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Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh pihak lain, yang merupakan gabungan 
dari berbagai instrumen internasional sebelumnya yaitu Persetujuan Internasional 

9. Beberapa Komentar mengenai Perda Kota Tangerang No. 8 tahun 2005 tentang 
Pelarangan Pelacuran antara lain :

b. Pakar Hukum Pidana Indonesia, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji menyatakan : 

KUHP”. Dikatakan pula oleh Dr. harkristuti Harkrisnowo : “Dalam proses 
pembuatan Perda, pihak Pemkot Tangerang semestinya mengacu pada Hak-

c. 
Chosiyah, meminta Pemerintah Kota Tangerang mengkaji ulang Perda a 
quo, dan untuk meminimalisasi kesalahan, pemkot Tangerang juga diminta 
melakukan pemetaan daerah-daerah yang sering digunakan sebagai tempat 
pelacuran, selanjutnya dikatakan : “Jika ada pasal-pasal yang dianggap 

d. Bahwa Medelina K. Hendytio sebagai Peneliti Departemen Poilitik dan 
Perubahan Sosial CSIS, dengan tulisannya berjudul : “Wajah garang Pemerintah 
Kita” menyatakan….dst, Perda No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran 
adalah contoh terakhir pengabaian akidah dasar, Perda a quo menambah 
panjang daftar Perda bermasalah, yang bermunculan di era otonomi daerah 

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon menuntut kepada 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil untuk 

2. Membatalkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 tahun 2005 
tentang Pelarangan Pelacuran karena bertentangan dengan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 
mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, 

tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 
No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 12 
Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak sipil dan 

3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Kota 
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Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran paling lambat 

Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2005 tentang Pelarangan 

4. 

ex aequo 
et bono

Menimbang, bahwa surat permohonan hak uji materiil diatas telah diberitahukan kepada 

Menimbang, bahwa atas permohon Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon telah 
mengajukan surat jawaban tertanggal 10 Mei 2006, yang diterima oleh Mahkamah 

 Menimbang, jawaban pihak Termohon pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang terkesan 

- Bahwa ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 dilatarbelakangi 
oleh pemikiran mendasar yang lahir dari keprihatinan dan keresahan masyarakat 
Kota Tangerang yang setiap hari menyaksikan semakin maraknya pelacuran 
di berbagai sudut kota dengan segala implilkasi negatifnya pada kehidupan 

- Bahwa dengan demikian, disadari dan diakui sepenuhnya hak asasi seseorang 
seandainya memilih profesi sebagai pelacur, namun demikian adalah memenuhi 
rasa keadilan bilamana yang bersangkutan ditempatkan pada konteks dan 
dalam hubungan hidup bermasyarakat yang harus pula memperhatikan hak 
orang lain, yaitu adanya fakta penolakan akan kehadiran, keberadaan dan 
prilakunya yang ternyata mengakibatkan terjadinya disharmoni sosial dalam 
bentuk ketidaktertiban, ketidaknyamanan, bahkan kegelisahan dan keresahan 
masyarakat yang hidup di atas nilai-nilai moral keagamaan, etika dan adat 

- Bahwa terdapat proses dan atau tahapan pembentukan Peraturan Daerah 
Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran melalui :

1. Uji Publik yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 Pebruari 2005 yang 

dan telah menghasilkan kesimpulan menyetujui perlu dibuatnya Peraturan 
Daerah tentang Pelarangan Pelacuran yang selanjutnya disetujui oleh 

2. 

strategis, maupun penyuluhan langsung kepada masyarakat baik di tingkat 
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Untuk diketahui dalam tahapan ini tidak ada baik perorangan maupun 

3. Pasca berlakunya peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 a quo, telah 
mendapat dukungan dari berbagai kalangan sebagaimana terbukti :

a. Pernyataan sikap mendukung dari Forum Masyarakat Muslim Peduli 

b. Pernyataan dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia tertanggal 21 April 

c. Pernyataan dukungan dari Khonghucu Bio tertanggal 22 April 2006 

d. Pernyataan dukungan dari Pemuka Agama Budha tertanggal 21 April 

e. 

f. Pernyataan dukungan dari Masyarakat Peduli Syariah Bekasi tertanggal 

g. Pernyataan dukungan dari Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia 

h. 

i. Pernyataan dukungan dari Ikatan Da’I Indonesia tertanggal 17 Maret 

j. Pernyataan sikap bersama dari Iqro Club Pelajar Kota Tangerang 

k. Pernyataan sikap mendukung dari Dewan Pimpinan Wilayah Front 

l. Pernyataan sikap dan dukungan dari Kamar dagang dan Industri 

m. Pernyataan sikap dan aksi dukungan dari Khadijah women Crisis Center 

n. Pernyataan sikap dan aksi dukungan dari Majelis Perempuan 

o. 

p. 

q. Pernyataan dukungan yang diberitakan dalam beberapa mass media 
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Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, mayoritas masyarakat 
Kota Tangerang telah menerima Perda a quo sebagi hukum yang 
mengakomodasikan kepentingannya yang menginginkan dan menjunjung 
tinggi akhlakul karimah yang sekaligus menjadi vis Kota Tangerang, tidak 
berlebihan bilamana dikatakan hal ini sesuai dengan konsep hukum 
Living Law dari Eugen Eurlich tentang hukum yang baik harus mampu 
mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal 

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “hakim  
wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

 sehingga karenanya, adalah tidak 
berdasar, dalil pemohon dalam hal 7 alinea ketiga yaitu : Pemohon keberatan 

memadai an memiliki kecenderungan menimbulkan ketidaktenteraman, 
diskriminasi dan sewenang-wenang.

Adalah memenuhi rasa keadilan bilamana dipahami Perda No.8 Tahun 
2005 secara menyeluruh, termasuk didalamnya kepentingan mayoritas 
masyarakat Kota Tangerang bebas dari penyakit masyarakat in casu 
pelacuran, sehingga oleh karenanya siapa yang harus dipikirkan, 

 
SUBSTANSI

- Bahwa bilamana diteliti secara seksama, jelas Perda No.8 tahun 2005 tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang relevan sebagaimana termuat 
dalam KUHP, karena muatan materi dalam Perda No.8 tahun 2005 tidak 

- Perda No. 8 tahun 2005 semata-mata hanya mengatur upaya dan cara-

pelanggaran dengan sanksi berupa denda atau kurungan. Hal ini sesuai dengan 

Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyatakan perda dapat memuat 

- Bahwa lebih-lebih bilamana dipahami secara seksama pula terhadap ketentuan 
pasal 6 Perda No. 8 tahun 2005 yang menyatakan : “
terjaring razia karena melanggar ketentuan pasal 4 peraturan Daerah ini, 

di bina“ 

- Dengan adanya rumusan Pasal tersebut di atas, maka tidaklah akan mungkin 
terjadi kesalahan penangkapan sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon, 
karena petugas Dinas Trantib dan PPNS hanya melakukan penertiban terhadap 
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para pelacur di lokasi-lokasi mangkalnya para pelacur yang beberapa malam 

- Bahwa secara notoir, maka setiap orang pasti dapat mengetahui perilaku 
seorang yang berprofesi sebagai pelacur, lebih-lebih petugas Dinas Trantib dan 
PPNS sudah mengetahui dengan pasti perilaku pihak-pihak yang melakukan 

- Bahwa oleh karenanya terbukti secara substansial Perda a quo memiliki pesan 
preventif dan bukan represif, sehingga dengan adanya ketentuan sanksi ini 
sekaligus membuktikan perda no.8 tahun 2005 tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang lebih tinggi in casu KUHP dan atau peraturan perundang-
undangan lainnya, sehingga karenanya tidak relevan dengan persoalan 
tentang prinsip-prinsip fair trial dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP 

- Dengan demikian secara substansial adalah keliru, bilamana Perda No. 8 tahun 

- 
Pasal 7 Perda No. 8 tahun 2005, yang memberikan legalitas kepada tim untuk 

terkandung makna edukasi dan bukan tindakan polisionil sebagai layaknya 

khusus oleh Undang-Undang”;

- Dalam perda No.8 Tahun 2005 KUHAP pun telah dijadikan dasar hukum 
pemberlakuan, sehingga karenanya adalah keliru bilamana didalilkan seolah-
olah Termohon
dan melanggar asas Presumption of innocent. Seandainya non tindakan 
Termohon dianggap keliru, ketentuan perundang-undangan pun memberikan 
kesempatan seluas-luasnya untuk mengkoreksi, menguji, bahkan membatalkan 
dengan segala konsekuensi hukumnya, sebagaimana diatur secara tegas 
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada 

- Bahwa berdasarkan fakta seperti terurai di atas yang pula dengan mendasarkan 
kepada pemahaman yang menyeluruh terhadap Perda No.8 tahun 2005, 
terlebih lagi dengan memahami serta menghormati aspirasi masyarakat 
Kota Tangerang, maka adalah berlebihan dan terkesan dipaksakan bilaman 

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

2. 

3. Undang-Unadng No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 
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4. 

5. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peratura

6. 

7. Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvens
Internasional hak-hak sipil dan politik.

- Bahwa dengan demikian, maka adalah beralasan dan memenuhi rasa keadilan

terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2005 tentang pelaranga

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum
dalam duduk perkara tersebut di atas

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yan
diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan tersebu

 
Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2005 tentang Pelaranga
Pelacuran, yang dijadikan objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut ditetapkan pad
tanggal 23 Nopember 2005, sedangkan permohonan para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraa
Mahkamah Agung pada tanggal 20 April 2006, dengan demikian permohonan para Pemoho

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan ole

Menimbang, bahwa selanjutnya dipandang perlu untuk mengkaji dan mempertimbangkan terlebi
dahulu permasalahan tentang apakah para pemohon mempunyai kwalitas atau “standing” untu

Menimbang, bahwa tentang permasalahan kwalitas atau standing tersebut berkaitan erat denga

tidak langsung dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan dalam perkar
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tidak secara class action, memiliki kepentingan terhadap objek permohonan keberatan hak 
uji materiil yaitu peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2005, karena Perda Kota 

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Termohon keberatan, senyatanya proses 
pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 telah melalui proses 
yang cukup lama, semua unsur masyarakat dilibatkan dan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka alasan keberatan Hak Uji Materiil 
dari Pemohon keberatan tidak terbukti, terlebih lagi Peraturan Daerah Kota Tangerang 
tersebut adalah merupakan implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah kabupaten 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon ditolak, maka para Pemohon 

 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang 
no.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985, Peraturan 

M E N G A D I L I

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para Pemohon :
1. LILIS MAHMUDAH, 

Menghukum para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis 
tanggal 1 Maret 2007 dengan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH  Hakim Agung yang ditunjuk 
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH, MH., dan 
Marina Sidabutar , SH. MH. Hakim-Hakim Anggota serta A.K.Setiyono, SH., Panitera 

       Panitera Pengganti :
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Biaya-biaya perkara :
1. 
2. 
3. Administrasi HUM              

       Untuk Salinan

                                                                     a.n Panitera
                                                              Panitera Muda Tata Usaha Negara

                 NIP. 220000754
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P   U   T   U   S   A   N

Nomor: 26 P/HUM/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H  A G U N G

Kabupaten Bantul Nomor. 5 Tahun 2007, Tanggal 01 Mei 2007, Tentang Larangan Pelacuran 
di Kabupaten Bantul pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai 
berikut dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh :

1. MUKHOTIB MD, S.Ag. bertindak selaku Direktur Pelaksana Daerah 

2. SRI ROVIANA,S.Ag., bertindak selaku Direktur PLIP Mitra Wacana, 

3. NUKMAN FIRDAUSIE, bertindak selaku Ketua Pelaksana Harian 

4. WASINGATU ZAKIAH, bertindak selaku Koordinator Gender Budgeting 

5. RINI YUNI ASTUTI

beralamat Jalan Mangkunegara Kidul No. 19A, Panembahan Kraton 

6. JULI EKO NUGROHO, bertindak selaku Sekretaris Eksekutif 

7. RR. NURUL SA’ADAH ANDRIANI, SH, bertindak selaku Direktur 

8. YUNI SATI RAHAYU, M.Hum

9. TITIK ISTIAWATUN,S.IP,  bertindak selaku Sekretaris Cabang KPI 
Bantul, beralamat Siti Andayani Anipuk Hos Cokroaminoto Bantul, 

10. AMIN MUFTIYANAH,

11. LESTARI BUDIASIH, S.TP., bertindak selaku Sekretaris Wilayah KPI 

12. ELLI NURHAYATI, MPH.,

13. BENY SUSANTO,MSi., bertindak selaku Dewan Pengurus Forum LSM 
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14. HALIMAH GINTING, SH., bertindak selaku Ketua LABH, beralamat 

15. M. AKRIMAN HADI, SH., bertindak selaku Direktur LBH Ansor beralamat 

16. RINA IMAWATI, SH., bertindak selaku Direktur LBH Apik, beralamat 

17. DR. ZULI QODIR., betindak selaku Direktur Studi Islam dan Politik, 

18. BAMBANG MARIYANTO bertindak selaku Ketua AJI, beralamat Jalan 

19. NETTY SD., 

20. ACHMAD FAUZI

21. AMINUDIN ANSHORI HASIBUAN, SH., bertindak selaku Ketua PBHI 

22. ALIYAH.,

23. OKTANESA SURATMI, bertindak selaku Pengurus Perkumpulan Kamis 

24. HARNI., bertindak selaku Pengurus Paguyuban Bunga Seroja beralamat 

25. FARID WAJIDI

26. WATIN.,

27. DJUBAIDI.,
28. G, MUGI RUSMANTO., Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Mancingan 

29. SUTARDI.,

30. KARTIJO.,
Kretek, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:
1. 
2. 
3. Bambang Handoko Kingkin, SH.
4. Aminudin Anshori Hasibuan, SH.
5. 
6. 
7. Catur U Handayani, SH.
8. M. Akriman Hadi, SH
9. Th. Noor Cahyadi, S.Hi.
10. Agus Suprianto, SH.
11. Wirono Dana Bakti, SH.
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12. Halimah Ginting, SH.
13. 

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon
 

M e l a w a n:

 BUPATI BANTUL
 Selanjutnya disebut sebagai termohon:

              
Menimbang, bahwa Permohonan keberatan dalam surat permohonannya tanggal 23 
Oktober 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7 Nopember 

keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Tentang tata cara dan kewenangan Uji Materiil :

1. 
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah 
undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang 

2. 
Kekuasaaan Kehakiman : Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji 

3. 

Agung menyatakan :

                       Atas alas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

              dengan pemeiksaan pada tingkat kasasi maupun permohonan langsung 

4. 
Tentang pembentukan peraturan perundang-undang, jenis dan hirarki perturan 
perundang-undangaan adalah sebagai berikut:

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
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Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2007     
Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul dapatlah diajukan Kepada Mahkamah 

Tentang Pemohon.      
5. Bahwa Pempohon 26 sampai 30 adalah penduduk Kabupaten Bantul ditunjukan 

dengan bukti Identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul, yang 
telah dirugikan hak-haknya akibat diberlakukan obyek permohonan.

6. Bahwa pemohon sebagai warga Bantul merasa dirugikan secara ekonomi 
dikarenakan Pemohon tidak endapatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga 
dan kerabatnya dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh 
termohon dikarenakan Pemohon adalah satu-satunya tulang punggung keluarga 

7. 
berkepentingan terhadap perlindungan hak-hak warga Negara akibat pelanggaran 
dan perampasan hak oleh karena diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 

8. Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan berlakunya 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan 
Pelacuran.

9. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon seperti halnya lebih dari 200 

sebagaimana tujuan Negara yang dicantumkan secara sakral dalam pembukaan 

berikut :’Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban sosial, maka disusunlah Kemerdekaan 
Kebangsaaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, 

10. Bahwa sebagai Warga Bantul Pemohon memiliki hak yang sama di depan hukum 
untuk mendapatkan keadilan dan jaminan perlindungan sebagai Warga Negara 

1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

11. Bahwa Pemohon sebagai Warga Bantul dan juga Warga Negara Indonesia 
mempunyai hak yang sama didalam perlindungan dan pemenuhan Hak asasinya 
dan merupakan tanggung jawab dari Negara seperti tercantum didalam Pasal 
2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang 

Manusia dan Kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat 
pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dlindungi, dihormati, dan 
ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan 
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Tentang tenggang waktu permohonan  Uji Materiil
12. Bahwa Hak Uji Materiil ini merupakan akses orang atau perorangan atau Warga 

Negara untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas 
Peratuan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan 

13. 
peraturan di bawah undnag-undnag terhadap unda

14. Bahwa Persaturan Daerah Kabupaten BANtul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 
pelarang Pelacuran di Kabupaten Bantul ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada 

15. 

16. 
01 Tahun 2004 Tentang Hak atas Materiil, maka tenggang waktu dibatasi 180 hari 

Bahwa dengan demikian permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang
dijinkan oleh undang-undang, oleh karenanya layak untuk diterima.

  Selanjutnya beberapa alasan mendasar permohonan uji materiil ini akan Pemohon 
uraikan secara lengkap berikut ini:

17. 

perundang-undangan atas alas bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuab yang 

undangan atas alas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi nketentuan yang berlaku.

  Oleh karena itu, segala dalil permohonan akan Pemohon bagi dalam 2 alasan 
mendasar yaitu:

  Alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  Dalil Hirarkhis.
  
  Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 

pelaranganpelacuran di kabupaten Abntul bertentangan dengan struktur peraturan 

18. 
2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undnagan, jenid ndan hirarkhi 
peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

19. Bahwa belum ada pearturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden yang mengatur tentang 
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pelarangan pelacuran, karena persoalan pranata mengenai pelacuran tetap tunduk 
dan telah diatur secara tegas dalam KUHAP. Artinya Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-

20. Bahwa Bab II Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
Tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan dengan tujuan 
Negara yang tercantum di dalam Undang-U

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten 
Bantul adalah kabur atau obscuur libel karena adanya kejadian salah tangkap akibat 
dari diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, hal ini meresahkan masyarakat 
yang ada di Daerah Bantul, mereka tidak bisa bebas untuk melakukan ritual yang 

dan Jum’at Kliwon, jadi bisa disimpulkan di sini Pemerintah Daerah telah merepresi 
masyarakat yang akan melakukan ritual tersebut, dengan pelarangan pelacuran, 

21. Bahwa pelarangan dan pemberantasan pelacuran yang dilakukan dengan cara 
represi berakibat terjadinya pelanggaran hak setiap orang untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya, seperti yang tercantum di dalam Pasal 
28 A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga isi dari Bab III Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten 
Bantul bertentangan dengan pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan 
ini Bab III tersebut tidak mengindahkan hak setiap orang untuk hidup serta hak 
mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya, mengapa demikian? 
Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan mereka tidak melihat faktor-faktor 
mengapa seseorang menjadi pelacur dan hanya melakukan penindakan, padahal 
salah satu faktor dari hal tersebut adalah faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan 
sulitnya mencari lapangan pekerjaan, hal ini memperjelas bahwa Negara juga telah 
melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena Negara terutama Pemerintah 
Kabupaten Bantul tidak menyediakan lapangan Pekerjaan sehingga rakyatnya 
menjadi miskin dan disini jelas terlihat ada upaya  kemiskinan  massal oleh 
Pemerintah Kabupaten Bantul karena dengan pelarangan pelacuran tanpa solusi 
yang jelas, maka angka kemiskinan akan semakin bertambah dan hak hidup serta 
hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya jelas-jelas dilanggar oleh 

22. Bahwa berbagai pertauran perundang-undangan yang lain yang dilanggar yaitu 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana,Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan Konvensi mengenai 

23. Bahwa Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pelacuran 
di Kabupaten Bantul bila dikaitkan dengan kaidah hukum positif, maka terdapat 
pertentangan yang sangat tajam, terdapat pelanggaran atas asas lex superior 
derograt lex inferior, oleh karenanya haruslah peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul dinyatakan 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
tentang pelarangn pelacuran di Kabupaten Bantul bernuansa multi tafsir dan hal itu 
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Daerah Kabupaten Bantul tidak menjamin setiap orang untuk mendapatkan kepastian 
hukum, perlindungan hukum serta perlakukan yang sama dihadapan hukum, dalam 
pasal tersebut menimbulkan arogansi Satuan Polisi Pamong Paraja terhadap setiap 
orang yang dianggap akan melaksanakan kegiatan pelacuran, kejadian-kejadian 
salah tangkap setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 
5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di kabupaten Bantul adalah jawaban 
setiap orang di Wilayah Bantul merasa tidak nyaman dan keamanannya juga 
terganggu dengan tindakan inilah yang menyebabkan kesewenang-wenangan dari 
Polisi Pamong Praja. Mereka akan dengan seenak-enaknya menangkapi orang 
secara subyektif dianggap pelacur dan setiap orang yang dianggap melakukan 
kegiatan pelacuran sehingga asas kepastian hukum tidak terlaksana, apalagi kalau 
seseorang dan atau kumpulan orang yang salah penangkapan itu adalah kaum 
perempuan seperti dalam paparan-paparan kasus di atas, ini jelas diskriminatif 
terhadap kaum perempuan. Peraturan daerah ini masih menaganggap perempuan 
sebagai obyek dan bukanlah subyek, padahal pelacur bukan hanya seorang 
perempuan tetapi juga laki-laki. 

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pelarangan
pelacuran bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

25. Bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
Tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan:Mucikari atau 
dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang menjadi induk semang 

26. Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul disebutkan:

Setiap orang dilarang menajdi mucikari di Daerah.
27. Bahwa Pasal 4 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 

Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan: Setiap orang atau institusi 

28. Bahwa ketentuan Pidana Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 
Tahun 2007 Tentang pelarang pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan:

atau Pasal 4 dan atau Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 

29. Bahwa ketentuan Pasal 9 Perturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2007 
Tentang Pelarangan Pelacuran di kabupaten Bantul mengandung kesalahan konsep 
dan bertentangan dengan P

30. Bahwa kesalahan konsep terletak pada tidak dibedakannya pidana bagi pelacur, 
penyediaan fasilitas bordil dan mucikari. Seharusnya mucikari dihukum lebih berat 
dari Pelacuran. Sebab mucikari merupakan perbuatan yang digunakan sebagai 
mata pencaharian semata-mata. Sedangkan untuk menjadi pelacur, seseorang 
dapat dilatar belakangi dengan berbagai motif, misalnya: Tekanan ekonomi, watak, 
atau pelampiasan kekecewaan hidup atau cinta, salah pergaulan, serta lingkungan 
Sosial yang pemissive. Menurut teori hukum pidana gradasi penentuan pidana 
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harus mempertimbangkan berat ringannya kesalahan perbuatan dan atau tinggi 

31. Bahwa mucikari dan pengguna jasa pelacuran tepat untuk dihukum sebagaimana 
diatur dalam Konvensi Internasional penghapusan perdagangan manusia dan 
eksploitasi pelacuran oleh pihak lain. Konvensi ini telah dikeluarkan oleh Persatuan 

pada 25 Juli 1851. Selain itu konvensi ini juga menghukum siapapun juga 
menjerumuskan orang lain ke dalam pelacuran dan melakukan eksploitasi bahkan 

32. 
mengatakan : “Kenapa seseorang memilih jalan menajdi pekerja seks atau pelacur? 

mereka tak punya alternatif pekerjaan guna membiayai hidup. Pada titik inilah kita 
melihat bahwa portitusi bagaimanapun amat dekat kaitannya dengan scenario 
besar ekonomi Nasional. Paradigma pertumbuhan yang menjadi pegangan 
state dalam mengorganisasi masyarakat, kiranya memberikan kontribusi yang 
besar dalam penjelasaan berjangkitnya prostitusi yang mengiringi derap lagu 
pembangunan. Pilihan Industrialisasi yang dianggap menjadi motor pembangunan 
dalam kenyataannya telah membawa dampak yang serius pertama kesenjangan 
sosial, kedua krisis lapangan kerja. Usaha-usaha pemberantasan prostitusi yang 
tidak diikuti atau diperkuat dengan gerakan pengentasan kemiskinan akan berarti 
nonsense. Pemberantasan prostitusi pada dasarnya adalah pemberabtasan 
kemiskinan yang melilit rakyat. Karena itulah pemberantasan prostitusi yang hanya 
mengandalkan penggerebekan adalah gerakan yang bersifat melioratif, tambal 
sulam belaka dan jauh dari akar masalah.

  Pasal 3,4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
Tentang Pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan dnegan ketentuan 
pidana Pasal 295,296 dan Pasal 506 KUHP, sebagai berikut :

33. Bahwa dalam Pasal 506 KUHP disebutkan bahwa mucikari dipidana kurungan 

disrumuskan secara tunggal tanpa alternatif.
Soeteneur

dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

cabul artinya seorang laki-laki yang hidupnya seoalah-olah dibiayai oleh pelacur 
yang tinggal bersama-sama dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan 
langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya.

34. Bahwa pada masa dahulu kemungkinan besar mucikari adalah laki-laki dan pelacur 
adalah perempuan. Sekarang mucikari dapat lakil-laki, perempuan ataupun waria, 
pelacuran tidak hanya dilakukan oleh perempuan.

35. Bahwa ketentuan pidana yang dirumuskan secara alternatif dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di 
Kabupaten Bantul tidak menimbulkan effek prevensi dan detternt bagi mucikari. 

36. 
penjara paling lama lima tahun dan dapat ditambah sepertiga tanpa disebutkan 
alternatif pidana denda.

37. Pasal 295 KUHP



72

HASIL  EKSAMINASI  PUBLIK  TERHADAP PUTUSAN MAHK AMAH AGUNG 
No. 16 P/HUM/2006 dan No. 26 P/HUM/2007 Tentang Permohonan Judicial Review atas 
Perda Kota Tangerang dan Kabupaten Bantul tentang Pelarangan Pelacuran

Diancam :
1c. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja  

menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak-anaknya, 
tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, 
atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 
penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya 
yang belum cukup umur dengan orang lain.

2e. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dengan 
sengaja, diluar hal-hal tersbut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan 
cabul dengan orang lain, yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang 
diketahinya atau yang sepatutnya harus diduganya bahwa ia belum dewasa.

      Jika melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencarian atau 
kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiganya ahrus diduganya bahwa ia 
belum dewasa, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang 
lain.

38. Bahwa dalam Pasal 296 KUHP penyedia fasilitas dipidana dengan pidana sebagai 
bereikut : barnag siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan 
sengaja mengadkan atau memeudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, 
dipidana penjara paling lama satu tahu empat bulan atau pidana denda paling 

39. Bahwa Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang menagdakan bordil 
atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dikukum harus dibuktikan bahwa 

  Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan dengan Kitab Undang-

40. Bahwa bunyi Pasal 53 KUHP adalah percobaan melakukan kejahatan dapat 
dipidanakan jika maksud kejahatan itu adalah nyata, dengan adanya permulaan 
membuat kejahatan itu sudah dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh 
sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendak sendiri kemudian dalam Pasal 54 
KUHP berbunyi perecobaan melakukan pelanggaran tindak pidanan. Berdasarkan 
pasal di atas maka dapat kita pahami bahwa tidak bisa dikatakan seseorang yang 
melakukan percobaan dikenakan pidana.

41. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan 
Pelacuran di Kabupaten Bantul secara umum bila tidak dijalankan termasuk dalam 

secara nyata didapati melakukan hubungan seksual sebagai dari kontrak pelacuran 
maka tidaklah dapat di jugde sebagai percobaan kejahatan yang dapat dengan 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten 

42. Bahwa dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Abntul Nomor 5 Tahun 2007 
tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul yang berbunyi setiap orang 
dilarang melakukan pelacuran di Daerah kemudian dalam pasal 4 setiap orang 
dilarang menjadi mucikari di Daerah dan pasal 9 setiap orang yang melanggar 

diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 
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43. Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas  dapat kita simpulkan bahwa Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran
Daerah Bantul sangat tidak cermat dalam penyusunannya karena terdapat ketentuan

44. 
tidak tepat karena pelacuran tidak sama dengan percabulan. Tidak ada imbalan

Peraturan Daerah Larangan Pelacuran DI Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah
tersebut dibuat dengan maksud sebagai norma atau kaidah perintah dan larangan
yang disertai sanksi. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan teori inferatif
dalam dogmatika hukum pidana, Peraturan Daerah tersebut berlaku sebagai hukum
pidana yang berlaku secara lokal, padahal hukum pidana seharusnya berlaku secara
Nasional. Pertanyaan yang patut diajukan dalam rumusan ini adalah sikap, atau
perilaku yang seperti apa yang dapat, atau sepatutnya dapat menimbulkan suatu
anggapan bahwa seseorang itu pelacur, dalam rumusan delik ini? Jawabannya
tidak jelas, karena rumusan tersebut tidak menguraikan sikap tindak yang dapat
dianggap sebagai perbuatan pelacur dimaksud.

45. Bahwa dengan demikian Peraturan ini tidak memberikan acuan yang jelas

penegakannya, ketiadaan acuan akan emicu sikap subyektif dari aparat penegak
hukum yang akhirnya dapat berakibat kesalahan dalam proses penegakan jika

46. 
akan tetapi dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 10 Nomor 2

dapat kiat ambil kesimpulan bahwa pasal 10 butir 2 Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantu

47. 
Pejabat di atas diberi wewenang melakukan penyidikan. Permasalahannya, siapa
Pegawai Negeri tertentu tersebut tidak dijelaskan. Hal ini akan menimbulkan
penyidikan yang sewenang-wenang. Terutama berkaitan dengan tindak

kecuali hanya sangkaan belaka, soal kewenangan penyitaan yang diberikan
kepada Pejabat Pengadilan Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan
kemungkinan terjadi penggeledahan tanpa surat perintah sebgaimana tanpa surat

48. 

menjadi penyidik bukanlah Pejabat Pemerintah Daerah tetapi berdasarkan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud Penyidik adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaaan dan Kepolisian. Sehingga menilik

Polisi Pamong Praja ini sama halnya dengan melecehkan tugas-tugas Kepolisisan

49. Bahwa didalam KUHAP tidak dikenal Polisi Pamong Praja, yang berhak menajd
seorang penyidik adalah polisi, apalagi institusi Kepolisian sekarnag adlah institus
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sipil sudah barang tentu yang dimaksud penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah pihak kepolisian dan bukanlah 

50. Bahwa di dalam Pasal 10 dalam Peraturan daerah tersebut memberikan interprestasi 
Pamong Praja sebagai intitusi yang memiliki standar ganda dalam mengatur 
penyidikan, padahal di dalam hukum indonesia hal tersebut tidak di atur dan jelas 
bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Polisi Pamong Praja bukanlah 
penegak atau eksekutor dari pidanan, dengan berlakuknya Pasal 10 dan Pasal 11 

51. Bahwa pelanggaran atas prinsif praduga tak bersalah dan rumusan peraturan 
yang bisa dalam penegakan hukum acaranya berpotensi menimbulkan ketidak 
pastian hukum, karena ketiadan acuan obyektif dalam penangkapannya, misalnya 
saja setiap orang dengan dapat dikatakan sebagai tersangka apabila dia tidak 
membawa kartu Tanda Pengenal ketika daia berada di Bantul terutama di Daerah 
yang diindikasikan adanya kegiatan pelacuran, hal ini diatur didalam Pasal 10 ayat 

Daerah secara yuridis harus memuat prinsif-prinsif hukum umum seperti asas 
praduga tak bersalah. Bahwa peraturan Daerah Kabupaten Bnatul Nomor 5 Tahun 
2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan dengan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Convension On The 
Elimination of All Forms of Discrimanation Against women

52. Bahwa Pasal 1 CEDAW berbunyi untuk tujuan konvensi yang sekarang istilah 
diskrimasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau 
tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan penikmatan penggunaan hak-hak 
asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya 
atau apapun lainnya pleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka 
atas dasar pesamaan antara laki-laki dan perempuan.

53. Bahwa Pasal 2 Cedaw berbunyi Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi 
terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan sepakat untuk menjalakan 
dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijakan menghapuskan 
diskriminasi terhadap perempuan dan tujuan ini berusaha :

 Memasukan asas persamaan anatar laki-laki dan perempuan dalam undang-
undang yang  layak apabila belum dimasukan kedalamanya dan menjamin 
realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini melalui hukum dan car-cara yang 

Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya 
dan dimana perlu termasuk sanksi-sanki, yang melarang samua diskriminasi 

 Menetapkan perlindungan hukun terhadap hak-hak perempuan atas dasar 
persamaan dengan kaum laki-laki, dan menjamin perlindungan  bagi kaum 
perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif melalui  pengadilan 

 Mengambil langkah-langakah yang tepat, termasuk uapaya legislatif untuk 
mengubah dan menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-
kebijakan dan praktek-pratek yang ada merupakan diskriminasi terhadap 

 Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan 
diskriminatif terhadap perempuan oleh orang organinsasi atau lemabaga 
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 Mencabut semua ketentuan pidana Nasional yang menimbulkan diskriminatif 

 Bahwa meskipun dinyatakan bahwa Peraturan daerah ini mengikat setiap orang 
dengan tanpa melihat jenis kelamin namun dalam prakteknya pelaksanaan 
Peraturan daerah ini dikenakan pada perempuan dengan ini jelas bahwa 
Peraturan Daerah ini mendeskriditkan kaum perempuan atau dapat dikatakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan 

pengaburan makna, maksudnya adalah bagaimanakah criteria dari memberikan 
kesempatan yang bisa dikategorikan sebagi tindakan pelacuran? Apakah bisa 
seorang perempuan yang mempercantik diri dengan dandanan dan keluar 

malam hari bahkan sampai tengah malam juga dikatakan melakukan pelacuran, 
misalnya saja ada seorang perempuan yang tekena shift malam pada suatu 
perusahaan yang terdapat di Bantul dan dia haruslah berdandan agar kelihatan 
segar untuk menuju ke tempat kerjanya apakah bisa dikategorikan melakukan 
pelacuran, atau ketika seorang perempuan berwisata ke Pantai Parangtritis 
dengan dandanan yang cantik dan seksi bisa dikatakan pelacur. Kalau hal ini 
dikategorikan sebagai pelacur, maka Peraturan Daerah ini justru merugikan 
pihak perempuan, dan tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk 

poin ke 8 juga tidak jelas, kriteria perbuatan tidak senonoh sebagai indikator 
dari perbuatan cabul tidak dijelaskan disitu, sejauh mana sebuah perbuatan itu 
dikaitkan sebagai perbuatan senonoh yang menjurus ke pencabulan. Akibatnya 
ketika Peraturan Daerah ini diberlakukan, maka akan terjadi pembatasan ruang 
gerak bagi perempuan, karena mereka bisa saja kemudian ditangkap karena 
dituduh atau dicurigai sebagai pelaku prostitusi. Padahal setiap Negara yang 

hukum yang masih bersifat diskriminatif.
 Bahwa pembiaran atas keberadaaan kebijakan-kebijakan daerah yang 
diskriminatif terhadap perempuan ini berpotensi melanggengkan diskriminasi 
terhadap perempuan yang selama ini terjadi dan tengah diperjuangkan untuk 
dihapuskan keberadaanya. Kondisi ini berarti juga suatu pelanggaran terhadap 
keberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan 

bahan renungan kita  pendapat dari Kartini Sjahriri bahwa perempuan adalah 
subyek dan sekaligus juga obyek. Kita mencoba menyimak pernyataan Kartini 

subyek dan juga obyek. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan 
iru sebenarnya adalah yang diempukan. Artinya dia yang dihormati. Begitupun 
hal tersebut tetap tidak mengurangi bobot dirinya sebagai obyek. Bahkan bisa 
dikatakan upaya penjelasan sebagaimana diutarakan di atas muncul ketika 
dimensi obyek begitu menonjol.

Dalil Sosiologis
54. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan 
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55. Bahwa pemberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul tersebut dapat mengganggu 
kelangsungan pelaksanaan budaya Ziarah dan Keagamaan di Malam Selasa 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten 
Bantul bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata 

56. Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelaranagn pelacuran di Kabupaten Bantul 

57. Pasal 1 menyatakan :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 Daerah adala

 Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau 
institusi meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, 
melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda 
atau perkataan untuk  melakukan perbuatan cabul baik dengan imbalan maupun 

 Institusi adalah pusat kegiatan, perkumpulan atau organisasi yang mempunyai 

 Mucikari atau dengan sebutan lain sejenis adalah seseorang yang menjadi 
induk memang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan 

 Perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang 

58. Pasal 3 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan 
pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan :

59. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan: Setiap orang atau instansi 
dilara

60. Penjelasan Pasal 5 huruf F Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan setiap 
peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyususnan 
peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, 
serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

61. 

dan 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran 
di Kabupaten Bantul hal ini bertentangan dengan asas pembuatan peraturan 
perundangan sistematika dan pilihan kata yang tidak menimbulkan multitafsir dalam 
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62. Bahwa Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan dengan Pasal 6 Undang-

Pasal 4 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Setiap orang atau institusi dilarang menyediakan bangunan untuk kegiatan 

63. Bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan :
a. Kegiatan usaha yang terbukti diikuti kegiatan pelacuran, Pemerintah Daerah 

b. 

bangunan itu tidak akan dipergunakan lagi untuk menerima tamu dengan 

64. Bahwa Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

65. Bahwa pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 materi muatan peraturan 
perundang-undangan mengandung asas Pengayom, Kemanusiaan, Kebangsaan 
kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan Ketertiban dan kepastian hukum, 

66. Bahwa dengan demikian Pasal 2,4,6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 
5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan 
dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 karena dalam asas 
pengayoman semestinya setiap perundang-undangan memberikan perlindungan 
dalam rangka menciptakan ketentraman dalam masyarakat, kemudian dalam asas 
kemanusiaan semestinya setiap materi perundang-undangan harus mencerminkan 
perliundungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap warganya 
akan tetapi dalam Peraturan Daerah ini asas ini tidak disediakan, kemudian kita lihat 
pada asas ketertiban dan kepastian hukum semestinya setiap materi perundang-
undangan memberikan ketertiban dan jaminan kepastian hukum akan tetapi dalam 

nama penegakan, peraturan daerah justru dalam Peraturan Daewrah ini hak asasi 

67. 

dikhawatirkan tergantung pada sejauh mana penegak peraturan daerah ini memiliki 
pemahaman yang luas, karena bisa jadi berbeda memandang. Mengorganisasikan, 
bisa bermakna ganda, memang benar-benar seperti yang disangkakan atau justru 
sama sekali salah, karena pengorganisasian mereka justru dilakukan dalam proses 
menajmin terjadinya proses pemeriksaaan kesehatan dan mendekatkan akses 

68. Bahwa melihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 5 kalimat tujuan tertentu 
bersifat sangat kabur dan memungkinkan penafsiran terhadap kalimat ini akan bisa 
kekuasaan, karena mereka yang akan memiliki kuasa untuk menentukan organisasi, 
perkumpulan dan pusat kegiatan mana yang akan ditindak dan dibubarkan. Kalimat 
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yang bersifat multitafsir akan sangat berbahaya dan bisa jadi merugikan banyak 

tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantrul bertentangan Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan, sehingga haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta layak 
untuk dibatalkan. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
tentang pelarangan pelacuran bertentungan dengan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

69. Bahwa Pasal 1,2,3,4,5 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan Pasal 136 Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berikut ini marilah kita simak 
Pasal 1,2,3,4,5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 yang 
bertentangan dengan Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun2004.
Pasal 1 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul:

Lembaga Perwakilan rakyat sebagi unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau 
institusi meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, 
melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, 
tanda atau perekataan untuk melakukan perbuatan cabul baik dengan imbalan 

 Institusi adalah pusat kegiatan, perkumpulan atau organisasi yang mempunyai 

Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seorang yang menjadi 
induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan 

Peraturan cabul adalah segal bentuk perbuatan yang tidak senonoh atau 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan 
Pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan Peraturan Daerah ini bertujuan 
untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran 
di Kabupaten Bantul menyatakan:

Setiap orang dilarang menjadi mucikari di Daerah.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan: setiap orang atau 
Institusi dilarang menyediakan bangunan untuk kegiatan pelacuran di daerah, 
Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul menyatakan setiap orang atau 

70. Bahwa Pasal 136 Undnag-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah menyatakan: Bahwa Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan 
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kemudian dalam penjelasan Pasal 136 disebutkan yang dimaksud dengan 
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bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalah kebijakan 
yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya 
pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman, ketertiban umum serat kebijakan 
yang bersifat diskriminatif.

71. Bahwa hal ini dapat disimpulkan Pasal 1, 2, 3, 4, 5 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul 
bertentangan dengan Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 karena 

k jelas tentang pelacuran, perbuatan cabul dan jaminan 
pemilik bangunan agar tidak digunakan untuk kegiatan pelacuran akan menimbulkan 
ketidak pastian hukum dan akan merugikan kepentingan umum.

72. 
Bantul penangkapan berarti bisa dilakukan dimana saja, seperti di rumah pribadi, 

bersalah maka akan memunculkan beberapa kasus asal dan salah tangkap 
sehingga akhirnya hak dasar rakyat yaitu kebebasan bergerak dibatasi.

73. Bahwa melihat Bab II Tujuan Pasal 2, kata ketrtiban umum sama sekali tidak jelas 
indikatornya dan karena itu akan sangat memungkinkan dimanfaatkan oleh berbagai 
pihak dengan alasan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru 
merupakan awal dari terjadi terganggunya ketertiban umum dalam masyarakat. 
Oleh karenanya, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul haruslah dinyatakan cacat hukum dan 

74. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul tidak akan menyelesaikan 
persoalan, prostitusi. Persoalan prostitusi berakar dari permasalahan kemiskinan 
sehingga selama kemiskinan belum teratasi maka perempuan yang dilacurkan 
bahkan ketika yang bersangkutan berniat untuk berganti profesi. Peraturan Daerah 
yang mengkriminalisasikan perempuan yang dilacurkan, ditambah denga proses 
penegakan ketertiban yang terbuka bagi umum akan semakin meningkatkan 
pelabelan negatif tersebut. Justru dengan Peraturan daerah ini praktek pelacuran 
akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga persebaan penyakit menular 
seksual tidak dapat dikontrol.

Dalil Hak Asasi Manusia.
75. Bahwa Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan 

pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

76 Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara 
kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakan, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 
kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, 
menyatakan :

Setiap orang dilarang menjadi mucikari di daerah
77. Bahwa ketidak jelasan siapa pelacur dan atau PSK dalam peraturan daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten 
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Bantul membuka perilaku brutal aparat dan melawan hak kebebasan Warga Negara, 
dengan tanpa bukti-bukti awal yang cukup. Seorang dapat langsung ditangkap 
dalam sebuah operasi rasia pun penangkapan dan pemidanaan dapat dipaksakan 
oleh aparat meskipun fakta yang terjadi adalah termasuk kategori percobaan 
pelanggaran.

78. Bahwa hal sama akan terus berlangsung karena Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantuk Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul 
ini melegalisasi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Sehingga 

Hak Asasi Manusia.
79. Bahwa demikian pula Pasal Nomor 4 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarang Pelacuran di Kabupaten Bantul mengenai 

persangkaan individu sangat bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dijelaskan Pasal 18 

kesalahannya secara sah dalam satu bidang pengadilan dan diberikan segala 
jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan 

5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul bertentangan 
Undang-undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sehingga 
haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta layak dibatalkan.

Hak atas jaminan kesejahteraan.
80. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 

berbunyi :

Setiap orang dilarang menajdi mucikari di Daerah. Substansi tersebut telah 

berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dari ketentuan tersebut 
makan siapapun individu yang ada di aktivitas prostitusi selayaknya dilindungi. 
Selayaknya Negara menyediakan lapangan kerja dengan peningkatan 
kemampuan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan, Negara Wajib 
mencarikan upaya pengentasan pelaku prostitusi dengan lebih manusiawi 
dan memahami kewajiban dan tanggung jawab terhadap warga negara. 
Dengan adanya Peraturan Daerah ini juga akan menimbulkan kemunduran 
dalam kehidupan ekonomi masyarakat setempat yang pada akhirnya juga 
menggantungkan hidup keluarganya pada para pengunjung tempat wisata di 

81. Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, maka ditengah-tengah kehidupan 
demokrasi seharusnya Negara tanpa membedakan latar belakang apapun 
dan penuh semangat positif membangun diri dan negaranya secara tanggung 
jawab. Sedangkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut menunjukan 
adanya pembatasan atau pengurangan hak kebebasan dalam pengembangan 
diri, misalnya kekhawatiran untuk keluar malam karena praduga sebagai pelaku 
pelacuran, kekahwatiran berkumpul untuk pengembangan diri, serta kekhawatiran 
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dan memunculkan multi penafsiran bagi penegak hukumnya, dimana hal tersebut 
berkaitan dengan hak perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sehingga 
pembatasan tersebut tidak dibenarkan atas dasar kekhususan dan situasi apapun. 
Alasan pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahwa Perturan 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran 
di Kabupaten Bantul ini bertentangan dengan teknik perancangan perundang-
undangan yang baik.

82. Bahwa dalam mekanisme pembuatan Peraturan Daerah haruslah ada naskah 
akademik dan di dalam proses pembuatan naskah Akademik tersebut haruslah 
dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk menentukan tentang kepatutan peraturan 
daerah tersebut diadakan. Sementara kalau melihat Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, 

Agustus 2007 bahwa Peraturan Daerah tersebut terkesan tiba-tiba ada dan tanpa 
disertai naskah akademik dan terkesan terburu-buru, padahal sebelum suatu 
peraturan daerah itu lahir maka peraturan daerah tersebut haruslah melewati 
pertimbangan yang cukup matang dan tidak boleh terkesan terburu-buru dikarenakan 
suatu peraturan perundang-undangan nantinya akan berdampak pada kehidupan 
sosial masyarakat.

83. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul dinyatakan cacat hukum ditinjau 

fase tersebut tidak terpenuhi tersebut. Kategori suatu perundang-undangan atau 
peraturan daerah dianggap baik menurut teknik perancangan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

 Pase Inisiatif
Pada Fase munculnya ide atau gagasan dari pihak eksekutif dan atau legislatif 
tentang Perturan Daerah tersebut. Jika dititik fase ini Peraturan Daerah ini sangat 
bertentangan mengingat lahirnya Peraturan Daerah ini bukan dari masyarakat.

 Fase kajian perundnag-undangan
Adanya kajiaan keilmuan tentang penting atau tidaknya Peraturan Daerah 
tersebut dibuat dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Jika dititik dari 
fase ini Peraturan Daerah ini sangat bertentangan karena pengkajian Peraturan 
Daerah ini tidak melibatkan masyarakat.
Fase Penelitian dan Need Asessment
Penelitian secara normatif maupun secara sosiologis tentang Peraturan Daerah 
tersbut termasuk nantinya ada perbandingan pelaksanaan Peraturan Daerah 
di wilayah lain yang telah dahulu memunculkan Peraturan Daerah yang sama, 
serta untuk mencari tingkat kebutuhan. Jika dititik dari fase ini peraturan daerah 
ini sama sekali tidak ada upaya sebelumnya apakah masyarakat membutuhkan 
Perturan Daerah ini atau tidak.
Fase Naskah Akademik
Fase ini adalah kelanjutan dari fase penelitian dimana sebelum memasuki fase 
ini hasil-hasil penelitian tadi haruslah dilakukan workshop dan diskusi publik 
untuk mencari masukan sekali lagi tentang Naskah Akademik dari Peraturan 
Daerah tersebut, diskusi publik haruslah mengundang kalangan akademis, dan 
ormas-ormas. Kemudian disusunlah naskah akademik yang berisikan tentang 

Daerah tersebut, selanjutnya juga diungkapkan implikasi dari Peraturan Daerah 
tersebut berlandaskan masukan-masukan yang sudah dibuat oleh kalangan 
akademisi, tokoh-tokoh masyarakat maupun LSM. Di dalam naskah akademik 
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tersebut juga harus memuat tentang sasaran peraturan daerah tersebut nantinya 
jika diberlakukan. Setelah itu dilakukan sosialisasi dari naskah akademik untuk 
mencari masukan sekali lagi sebelum masuk draf Peraturan Daerah ataupun 
perundang-undnagan tersebut. Jika dititik dari fase ini Peraturan daerah ini tidak 
ada naskah akademiknya.

 Fase penyusuan Draf Perturan Daerah
Pada fase ini dibentuklah tim penyusun Peraturan Daerah yang melibatkan pihak 
eksekutif, legislatif, tokoh-tokoh masyarakat serta LSM-LSM terkait.
Dalam fase ini juga dilakukan sosialisasi tentang draf Peraturan Daerah tersebut, 
sosialisasi tersebut bisa berbentuk seminar, lokakarya, talkshow atau publik 
hearing, tujuan dari sosialisasi adalah untuk mencari masukan dari unsur-unsur 

Fase Sosialisasi
Pada fase ini Peraturan Daerah atau peraturan yang dibuat haruslah dilakukan 
sosialisasi sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan. Jika dititik dari fase 

Daerah ini kepad masyarakat. Oleh karena prosedur pembentukannya tidak 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka layak apabila Perturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran dinyatakan 
cacat hukum dan tidak sah, dan harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan hal-hal 
tersebut di atas dan oleh karana alasan-alasan hukum. 

Permohonan uji Materiil did asarkan pada aspek yuridis formal dan fakta-fakta yuridis yang 

PRIMAIR :
1. 
2. Menyatakan hukumnya peraturan daerah Kabupaten  Bantul Nomor 5 tahun 

2007 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Undang-undnag 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan konvensi Internasional Hak-hak 

3. Menyatakan hukumnya peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 
2007 tentang pelarangan pelacuran melanggar undang-undang Nomor 10 

4. Menyatakan hukumnya, Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Bantul cacat hukum dan 

5. 
6. Memerintahkan Pemerintahan Kabupaten Bantul serta Dewan Perwakilan 

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 



83

SUBSIDAIR ;
Apabila Majelis Hakin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana 
(ex aequo ex bono

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil 

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Daerah 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan subtansi permohonan keberatan yang 
diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang 

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 diundangkan 
tanggal 01 Mei 2007, sedangkan permohonan keberatan Hak uji Materiil didaftarkan di 
Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Nopember 2007, dengan demikian 

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para 

Menimbang, bahwa oelh karena Para Pemohon Hak Uji Materiil dipihak yang dikalahkan, 

Memperhatikan Undnag-undang Nomor 14 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 
peraturan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah 

MENGADILI
Menyatakan gugatan keberatan Hak Uji Materiil dari para pemohon :

1. MUKHOTIB MD, S.Ag, 2. SRI ROVIANA, S.Ag., 3. NUKMAN FIRDAUSIE,
4. WASINGATU ZAKIAH, 5.  RINI  YUNI ASTUTI,  6 .  JULI  EKO NUGROHO, 
7. RR. NURUL SA’ADAH ANDRIANI, SH., 8. YUNI SATI RAHAYU, M. Hum., 9. TITIK 
ISTIAWATUN, S.IP., 10. AMIN MUFTIYANAH, 11. LESTARI BUDIASIH, 12. ELLI 
NURHAYATI, MPH., 13. BENY SUSANTO, Msi., 14. HALIMAH GINTING, SH., 15. M. 
AKRIMAN HADI, S.H., 16. RINA IMAWATI, SH.,17. DR. ZULI QODIR., 18. BAMBANG 
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MARIYANTO., 19 NETTY, SD., 20. ACHMAD FAUZI, 21. AMINUDIN ANSHORI HASIBUAN 
SH., 22. ALIYAH., 23. OKTANESIA SURATMI., 24. HARNI., 25. FARID WAJIDI., Msi., 26. 
WATIN1 MUKHOTIB MD, S.Ag., 2. SRI ROVIANA, Sag., 3. NUKMAN FIRDAUSIE, 27 
DJUBAIDI, 28 G. MUGI RUSMANTO., 29 SUTARDI., 30 KARTIJO  tersebut tidak dapat 

 
Menghukum Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, 

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayanto Sastrohardjono, SH.MSc 
dan H. Imam Seobechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing SH.MH. Panitera pengganti 

K e t u a  :

ttd.     

Hakim-Hakim Anggota            

Widayanto Sastrohardjono, SH,MSc 
ttd.
           
H. Imam Soebechi, SH.MH 
ttd.

         Panitera Pengganti  :
         ttd.
       Benar Sihombing, SH.MH.
Biaya-biaya :

3. Administrasi HUM..     

Untuk Salinan

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

 

A S H A D I, SH
D. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran.
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C. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG 
LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

Menimbang:  a.  bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat 
dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, idiologi 
Pancasila dan kesusilaan, serta visi Kabupaten Bantul Projotamansari, 

b. bahwa palacuran akan berdampak pada timbulnya gangguan 
kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan 
masyarakat, sehingga harus dilarang di seluruh wilayah Kabupaten 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Mengingat :  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana 
telah diubah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -  Daerah 

3. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

4. 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5. 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

D. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran
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7. Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran N
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi 
dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul 
L

Dengan Persetujuan Bersama

Dan

BUPATI BANTUL,
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

BANTUL.

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. 
2. 
3. 

4. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau institusi 
meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan 
tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan 

5. lnstitusi adalah pusat kegiatan, perkumpulan, atau organisasi yang mempunyai tujuan 

6. 
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7. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adatah seseorang yang yang menjadi 
induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.

BAB II
TUJUAN 

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui 
jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di Daerah. 

BAB III

Bagian Kesatu 

Larangan

Pasal 3

Pasal 4

Setiap orang atau Institusi dilarang menyediakan bangunan untuk kegiatan pelacuran di 
Daerah. 

Pasal 5

Setiap orang atau institusi dilarang melindungi kegiatan pelacuran di Daerah. 

Bagian Kedua
Penindakan

Pasal 6 

berwenang untuk melakukan penutupan. 

akan dipergunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan kegiatan 

 Bagian Kesatu 
Pengawasan

Pasal 6

kegiatan pelacuran.
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Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat di 
lingkungan Pemerinta Daerah atau pejabat lain yang berwenang berkenaan dengan 
terjadinya pelacuran Daerah.
Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 9

Pasal 10 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran 
dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum 
acara pidana yang berlaku.

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

d. 
e. 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui 
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i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11

Pamong Praja. 
 lambat 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantu!. 

 Ditetapkan di Bantul
      pada tanggal 1 Mei 2007 

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 1 Mei 2007
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PENJELASAN 
ATAS

TENTANG

I. PENJELASAN UMUM 
Pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, 
Pancasila, kesusilaan, serta mengganggu ketertiban umum. Pelacuran dapat 
menimbulkan dampak negatif dari berbagai sektor perikehidupan manusia, baik sosial, 
ekonomi, keamanan, sehingga harus dilakukan penertiban setiap saat dalam rangka 
memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelacuran di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur tentang larangan 
pelacuran di Daerah dengan Peraturan Daerah.

II.    PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal1 

Nomor 1 
Cukup jelas

  Nomor 2 
Cukup jelas 

Nomor 3 
Cukup jelas 

Nomor 4 
Cukup jelas

Nomor 5 
Cukup jelas 

Nomor 6 
Tempat yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran dapat meliputi 

kontrakan, warung-warung, tempat hiburan, gedung tontonan, atau 
tempat-tempat lain di Oaerah. 

Nomor 6 
Cukup jelas 

Nomor 7 
Cukup jelas

Nomor 8 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas

Pasal 3 
Cukup jelas
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Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Tidak termasuk melindungi dalam Pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
aparat Pemerintah di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit, 

Pasal 6 
Cukup jelas

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 
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NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

Eksaminasi publik adalah forum pengujian terhadap putusan Peradilan, dalam hal 
ini putusan Mahhamah Agung, oleh sebuah majelis yang terdiri dari sejumlah 
ahli yang dipercaya memiliki kompetensi di bidangnya dan dinilai publik netral 

dan berintegritas.  Ini juga merupakan bentuk lain upaya merawat demokrasi dimana 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara aktif menempatkan diri mengawasi 
kinerja penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif juga yudikatif. Hasil pengujian 
yang bermuatan pertimbangan-pertimbangan para ahli, baik tentang muatan maupun 
proses hukum, juga memiliki nilai penting dalam mencerdaskan rakyat dan berkontribusi 
meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum. Majelis Eksaminasi publik telah 
mencermati dengan seksama dan menunjukkan kepada kita bahwa kedua Perda tersebut 
mengandung sejumlah besar masalah yang sangat krusial, baik dalam aspek-aspek 
pertimbangan duduk perkara maupun dalam aspek-aspek pertimbangan hukumnya., 
Perda Tangerang dan Bantul tentang Pelarangan Pelacuran sebagaimana yang ditengarai 
oleh Komnas Perempuan dan masyarakat sipil, mengandung muatan-muatan yang 
diskriminatif berdasarkan gender, dan dalam konteks ini adalah diskriminatif terhadap 
perempuan. 

Kesimpulan eksaminasi publik ini menjadi penting dalam mendorong berbagai perubahan 
substantif untuk memperbaiki mekanisme merawat hak-hak konstitusional warga 
negara melalui judicial review di MA, di samping menghadirkan bangunan pengetahuan 
yang Tentang Permohonan Judicial Review atas Perda Kota Tangerang dan Kabupaten 
Bantul tentang Pelarangan Pelacuran lebih kokoh pada persoalan kebijakan-kebijakan 
diskriminatif. Komnas Perempuan berharap rekomendasi ini mendapatkan perhatian 
serius dan ditindaklanjuti berbagai pihak, utamanya kepada penyelenggara negara yang 
berdasarkan Konstitusi mengemban tanggungjawab utama dalam pemenuhan hak-hak 
asasi manusia. 

ISBN: 978-979-26-7584-9


